PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PETA JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menten
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor B/1381/M.SM.04.00/2021 tanggal 10
Desember 2021 perihal Persetujuan Penetapan Hasil
Evaluasi Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional, perlu melakukan
penyesuaian peta jabatan dan kelas jabatan di
lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31
Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

3. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 14);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instans.
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1636);

6. Peraturan . . .
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6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

7. Peraturan Sekretaris Jenderal DPewan Ketahanan

Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi,
Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
KETAHANAN NASIONAL TENTANG PETA JABATAN DAN
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretariat Jenderal ini yang dimaksud
dengan:

1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan
fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
seorang Pegawai dalam suatu satuan organisasi.

2. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang
digambarkan secara vertikal maupun horizontal
menurut struktur kewenangan, tugas, tanggung
jawab, dan persyaratan jabatan serta menggambarkan
seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam
unit kerja.

3. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan
tinggi pada instansi pemerintah.

4. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan
yvang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

6. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas
ada dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional.

7. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan
tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian
susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda
dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam
hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat
persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan
sebagai dasar penggajian.

Pasal 5. ..



8.

10.

LE:

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

.

Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai adalah
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan pegawai lain yang berdasarkan
keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam
suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara
penuh pada satuan organisasi di lingkungan
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan

kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan
yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional.

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang
selanjutnya disebut Setjen Wantannas adalah
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden
Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan
Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional.

BAB Il
PETA JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 2

Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan
jabatannya.
Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
b. Jabatan Administrasi, yang terdiri dari:
1) Jabatan administrator;
2) Jabatan pengawas;
3) Jabatan pelaksana;
c. Jabatan Fungsional.

Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
juga terdapat jabatan lainnya di lingkungan Setjen
Wantannas.

Pasal 3
Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
memiliki Kelas Jabatan.

Kelas Jabatan digunakan digunakan sebagai dasar
pemberian tunjangan kinerja Pegawai di lingkungan
Setjen Wantannas.

Pasal 4

Kelas Jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi
jabatan dan digunakan dalam menyusun Peta Jabatan.

Pasal 5. ..



Pasal 5

(1) Ruang lingkup pengaturan Peta Jabatan dan Kelas
Jabatan meliputi:

a. rekapitulasi Kelas Jabatan dan persediaan
Pegawai;

b. daftar nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan,
dan persediaan Pegawai;

c. daftar nama Jabatan Fungsional dan jabatan
lainnya, Kelas Jabatan, dan persediaan pegawai;

d. hasil evaluasi Jabatan Struktural;

e. hasil evaluasi Jabatan Fungsional dan jabatan
lainnya,

f. Peta Jabatan.

(2) Ruang lingkup pengaturan Peta Jabatan dan Kelas
Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran
III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Sekretariat Jenderal ini.

Pasal 6

(1) Kelas Jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi
didasarkan pada keputusan pengangkatan dan/atau
alih tugas dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi.

(2) Kelas Jabatan bagi pejabat administrasi didasarkan
pada keputusan pengangkatan dan/atau alih tugas
dalam dan dari Jabatan Administrasi.

(3) Kelas Jabatan bagi pejabat fungsional didasarkan

pada:

a. keputusan tentang pengangkatan pertama dalam
Jabatan Fungsional,

b. keputusan tentang pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional melalui penyesuaian/inpassing;

c. keputusan tentang pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional melalui promosi;

d. keputusan tentang kenaikan jenjang dalam
Jabatan Fungsional; atau

e. keputusan tentang perpindahan jabatan dari
Jabatan Pimpinan  Tinggi atau  Jabatan
Administrasi ke Jabatan Fungsional.

BAB III
TUNJANGAN KINERJA

Pasal 7

Selain berhak menerima penghasilan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, Pegawai juga dapat
diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulannya.

Pasal 8 . ..



Pasal 8

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas
Jabatan.

(2) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan mengenai pemberian Tunjangan Kinerja diatur
tersendiri dalam Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Sekretariat Jenderal ini mulai

berlaku:

a. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penetapan
Peringkat Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional; dan

b. Peraturan Seckretaris Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional Nomor 77 Tahun 2013 tentang
Penetapan  Peringkat Jabatan di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Perubahan terhadap Kelas Jabatan wajib dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi jabatan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penghasilan dan Tunjangan Kinerja Pegawai diberikan
berdasarkan Kelas Jabatan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Sekretariat Jenderal ini terhitung mulai tanggal
29 Juni 2020.

Pasal 13 ...



Pasal 13

Peraturan Sekretariat Jenderal ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi Jakarta

Pada tanggal [} Desember 2021

Paraf
1. Karoum : ... ﬂ ...... SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

HARJO gjgiORO



Pasal 13

Peraturan Sekretariat Jenderal ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi Jakarta
Pada tanggal Desember 2021

N NASIONAL,



LAMPIRAN I

PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
KETAHANAN NASIONAL

NOMOR 7  TAHUN 2021

TENTANG PETA JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

No Kelas Jabatan Persediaan Pegawai
1. 17 1
2. 16 9
3. 15 17
4. 14 0
3. 13 49
6. 12 o
1 11 0
8. 10 27
9. 9
10. 8 3
1. T 40
12. 6 Ll
1.3. 5 3
14. + 0
15. a 0
16. 2 0
L. 1 0
Jumlah 162

pr— SEKRETARIS JENDERAL

- DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

1. Karoum : ...... ﬁ .......

2. Karo POK: / ........... K
HARJO SUSMORO



LAMPIRAN I

PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
KETAHANAN NASIONAL

NOMOR ?’ TAHUN 2021

TENTANG PETA JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

No Kelas Jabatan Persediaan Pegawai
L. 17
2. 16 9
3. 15 17
4. 14 0
S. 13 49
6. 12
7 11 0
8. 10 27
9. 9 [
10. 8 3
1L, 7 40
12, 6 11
13. 5 3
14. 4 0
15. 3 0
16. 2 0 E
1 0
Jumlah 162

EKRETARIS JENDERAL
WAN KETAHANAN NASIONAL,



LAMPIRAN II

PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
KETAHANAN NASIONAL

NOMOR 4  TAHUN 2021

TENTANG PETA JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN
DAN PERSEDIAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

NO

NAMA JABATAN
STRUKTURAL

UNIT
ORGANISASI

KELAS PERSEDIAAN

JABATAN PEGAWAI R

2

3

4 5 6

Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan
Nasional

Setjen Wantannas

17 1

Deputi Bidang
Sistem Nasional

Deputi Sisnas

16 1

Pembantu Deputi
Urusan
Lingkungan
Pemerintahan
Negara

Deputi Sisnas

15 1

Analis Kebijakan
Bid. Lembaga

Deputi Sisnas

13 1

Analis Kebijakan
Bid. Tata Sarana
dan Prasarana

Deputi Sisnas

13 1

Analis Kebijakan
Bid. Sumber Daya
Manusia

Deputi Sisnas

13 1

Pembantu Deputi
Urusan
Lingkungan Alam

Deputi Sisnas

15 1

Analis Kebijakan
Bid. Geografi

Deputi Sisnas

13 1

Analis Kebijakan
Bid. Demografi

Deputi Sisnas

10

Analis Kebijakan
Bid. Sumber Daya
Alam

Deputi Sisnas

13 1

11

Pembantu Deputi
Urusan
Lingkungan Sosial

Deputi Sisnas

15 1

12

Analis Kebijakan
Bid. Politik dan
Keamanan

Deputi Sisnas

13 1

13

Analis Kebijakan
Bid. Sosial
Ekonomi

Deputi Sisnas

13 1

14

Analis Kebijakan
Bid. Sosial Budaya

Deputi Sisnas

15

Pembantu Deputi
Urusan Informasi
dan Pengolahan
Data

Deputi Sisnas

15 1

16

Analis Kebijakan
Bid. Pengumpulan
dan Pengolahan
Informasi

Deputi Sisnas

13 1

17

Analis Kebijakan
Bid. Telematika

Deputi Sisnas

13 1

18

Deputi Bidang
Pengkajian dan
Penginderaan

Deputi Jiandra

16 1

19. Pembantu . . .
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19

Pembantu Deputi
Urusan
Lingkungan
Strategis Nasional

Deputi Jiandra

15

20

Analis Kebijakan
Bid. Politik
Keamanan
Nasional

Deputi Jiandra

13

21

Analis Kebijakan
Bid. Ekonomi
Nasional

Deputi Jiandra

13

22

Analis Kebijakan
Bid. Sosial Budaya
Nasional

Deputi Jiandra

13

23

Pembantu Deputi
Urusan
Lingkungan
Strategis Regional

Deputi Jiandra

15

24

Analis Kebijakan
Bid. Politik
Keamanan
Regional

Deputi Jiandra

13

25

Analis Kebijakan
Bid. Ekonomi
Regional

Deputi Jiandra

13

26

Analis Kebijakan
Bid. Sosial Budaya
Regional

Deputi Jiandra

13

27

Pembantu Deputi
Urusan
Lingkungan
Strategis
Internasional

Deputi Jiandra

15

28

Analis Kebijakan
Bid. Politik
Keamanan
Internasional

Deputi Jiandra

13

29

Analis Kebijakan
Bid. Ekonomi
Internasional

Deputi Jiandra

13

30

Analis Kebijakan
Bid. Sosial Budaya
Internasional

Deputi Jiandra

13

31

Deputi Bidang
Politik dan Strategi

Deputi Polstra

16

32

Pembantu Deputi
Urusan Politik
Nasional

Deputi Polstra

15

33

Analis Kebijakan
Bid. Pullahta
Politik Nasional

Deputi Polstra

13

34

Analis Kebijakan
Bid. Perumusan
Pengkajian Politik
Nasional

Deputi Polstra

13

35

Analis Kebijakan
Bid. Monitoring
dan Evaluasi
Politik Nasional

Deputi Polstra

13

36

Pembantu Deputi
Urusan Strategi
Nasional

Deputi Polstra

15

37

Analis Kebijakan
Bid. Renstra
Bangnas Kajang

Deputi Polstra

13

38

Analis Kebijakan
Bid. Renbangnas
Kadang/Kadek

Deputi Polstra

13

39. Analis . . .




1 2 3 4 6

39 | Analis Kebijakan
B Ewetinlc Deputi Polstra 13
Pembangunan
Nasional

40 | Pembantu Deputi
i Deputi Polstra 15
Perencanaan
Kontijensi

41 Analis Kebijakan
Bid. Renc. ;
Kontijensi Politik Deeprati- Fulaiea 14
dan Keamanan

42 | Analis Kebijakan
Bid. Renc. Deputi Polstra 13
Kontijensi Ekonomi

43 | Analis Kebijakan
Bid. Renc. .
Kontijensi Sosial Depmtt Folates 13
Budaya

44 | Deputi Bidang Deputi

16

Pengembangan Pengembangan

45 | Pembantu Deputi Deputi 15
Urusan Ekonomi Pengembangan

46 | Analis Kebijakan
Bid. '
Pengembangan PengDererI:l;lz:; gt 13
Keuangan dan
Moneter

47 | Analis Kebijakan
Bid. Deputi 13
Pengembangan Pengembangan
Sektor Riil

48 | Analis Kebijakan
Bid. Jasa dan Deputi 13
Pengembangan Pengembangan
Pariwisata

49 Pembantu I?epuu Dt
Urusan Sosial PGt ai 18
Budaya

50 | Analis Kebijakan
Bid. Deputi 13
Pengembangan Pengembangan
Pendidikan

51 Analis Kebijakan
Bid. Deputi 13
Pengembangan Pengembangan
Keagamaan

52 | Analis Kebijakan
Bid. ;
Pengembangan pengr;i?;l;:]gan 13
Kesejahteraan
Sosial

53 Pembantu Deputi
Urusan Hukum Deputi 15
dan Perundang- Pengembangan
Undangan

54 | Analis Kebijakan
Bid. Deputi 13
Pengembangan Pengembangan
Hukum

55 | Analis Kebijakan
Bid. .
Pengembangan Peng]:;ffl)t‘;]at:lgan 13
Perundang-
undangan

56 | Analis Kebijakan
Bid. Deputi 13
Pengembangan Pengembangan

Penegakan Hukum

57. Pembantu . ..




1 2 3 4 6

57 Pembantu Deputi Deputi

Urusan Pertahanan 15
Pengembangan

Keamanan

58 | Analis Kebijakan
Bid. Deputi 13
Pengembangan Pengembangan
Bela Negara

59 | Analis Kebijakan
oy Deputi
Pengembangan Pengembengan 13
Militer dan
Kepolisian

60 | Analis Kebijakan
Skl Deputi
Pengembangan Pitigtmlbiasigas 13
Mobilisasi dan
Demobilisasi

61 | Kepala Biro Umum Biro Umum 15

62 | Kepala Biro
DR Biro POK 15
Organisasi dan
Keuangan

63 | Kepala Biro
Persidangan,
Sistem Infromasi Biro PSP 15
dan Pengawasan
Internal

64 | Kepala Bagian Tata | Bagian Tata Usaha 13
Usaha dan Protokol dan Protokol

65 | Kepala Bagian Bagian
Kepegawaian dan Kepegawaian dan 13
Hukum Hukum

66 | Kepala Bagian Bagian 12
Perlengkapan Perlengkapan

67 | Kepala Bagian Bagian 13
Perencanaan Perencanaan

08 chala' Baglan Bagian Organisasi
Organisasi dan dan Tata Laksana 13
Tata Laksana

oF | epata Bapmn Bagian Keuangan 13
Keuangan

70 | Kepala Bagian Bagian
Persidangan dan Persidangan dan 13
Humas Humas

71 Kepala Bagian Bagian Sistem 13
Sistem Informasi Informasi

72 | Kepala Bagian Bagian
Pengawasan Pengawasan 13
Internal Internal

73 | Kepala Subbagian Subbagian 10
Persuratan Persuratan

74 | Kepala Subbagian Subbagian 10
Kearsipan Kearsipan i

0 g:(i::\)]:ms::gagan Subbagian Protokol 10

dan Pengamanan

Pengamanan

76 | Kepala Subbagian
Tata Usaha Biro Umum 9
Sekretaris Jenderal

77 | Kepala Subbagian
Tata Usaha Deputi Subbagian Tata 10
Bidang Sistem Usaha Desisnas
Nasional

78 | Kepala Subbagian
Tata Usaha Deputi Subbagian Tata 10

Bidang Pengkajian
dan Penginderaan

Usaha Dejiandra

79. Kepala . . .




1 2 3 4 6
79 | Kepala Subbagian
Tata Usaha Deputi Subbagian Tata 10
Bidang Politik dan Usaha Depolstra
Strategi
80 | Kepala Subbagian
Tata Usaha Deputi Subbagian Tata 10
Bidang Usaha Debang
Pengembangan
81 | Kepala Subbagian Sutsliupian Tata
Tata Usaha Staf : 10
i Usaha Sahli
Ahli
82 | Kepala Subbagian Subbagian Mutasi
Mutasi Pegawai Pegawai dan 10
dan Administrasi Administrasi
Kepegawaian Kepegawaian
83 K?Pa}? Subbaglan Subbagian Disiplin
Disiplin dan
dan Pengembangan 10
Pengembangan :
: Pegawai
Pegawai
84 | Kepala Subbagian ;
. Subbagian Hukum 10
85 | Kepala Subbagian Subbagian
10
Pengadaan Pengadaan
86 | Kepala Subbagian Subbagian Rumah
10
Rumah Tangga Tangga
87 | Kepala Subbagian
Barang Milik Subbagian BMN 10
Negara
88 | Kepala Subbagian SR
Rencana Program . 10
dan Kinerja Prog
&2 Kepala Subbagien Subbagian Rengar 10
Rencana Anggaran
90 Kepala Subbagian
Evaluasi dan Subbagian Evalap 10
Pelaporan
91 Kepalg Sujbbaglan Subbagian
Organisasi dan g
e . Organisasi dan 10
Fasilitasi Reformasi e
; < Fasilitasi RB
Birokrasi
92 Kepala Subbagian Subbagian Tata 10
Tata Laksana Laksana
93 | Kepala Subbagian Subbagian 10
Perbendaharaan Perbendaharaan
94 | Kepala Subbagian Subbagian 10
Verifikasi Verifikasi
95 | Kepala Subbagian Subbagian
Akuntansi dan Akuntansi dan 10
Pelaporan Pelaporan
96 | Kepala Subbagian Subbagian
Pelayanan Pelayanan 10
Persidangan Persidangan
97 | Kepala Subbagian Subbagian
Hubungan Antar Hubungan Antar 10
Lembaga Lembaga
98 | Kepala Subbagian Subbagian
Hubungan Media Hubungan Media 10
dan Publikasi dan Publikasi
99 | Kepala Subbagian Subbagian
Produksi, Produksi, 10
Dokumentasi dan Dokumentasi dan
Perpustakaan Perpustakaan
100 | Kepala Subbagian Subbagian 10
Teknologi Informasi | Teknologi Informasi
101 | Kepala Subbagian eiiba AR DEEs
Data dan
dan Keamanan 10
Keamanan .
. Informasi
Informasi

102. Kepala . . .




1 2 3 4 5
102 | Kepala Subbagian Subbagian Tata
Tata Usaha
Usaha Pengawasan 10 0
Pengawasan
Internal
Internal
Jumlah 100




1 2 3 4 5 6
1 i :
102 ?gf;ésiﬁzbaglan Subbagian Tata
Usaha Pengawasan 10 0
Pengawasan ttssisl
Internal
Jumlah 100
Paraf : SEKRETARIS JENDERAL
1. K ; f DEWAN KETAHANAN NASIONAL,
«BRATOUIML | siessecfesseannes

2. Karo POK: i .........

HARJO SUSMORO




LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
KETAHANAN NASIONAL

NOMOR %

TAHUN 2021

TENTANG PETA JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA,
KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

UNIT

KELAS

PERSEDIAAN

NO | NAMA JABATAN KETERANGAN
ORGANISASI JABATAN PEGAWAI
1 2 3 4 5 6
1 Staf Ahli Bidang Sekretariat 16 1
Ekonomi Jenderal
2 Staf Ahli Bidang Sekretariat 16 )
Sosial Budaya Jenderal
Staf Ahli Bidang ——_..
3 Pertahanan 16 1
Jenderal
Keamanan |
4 Staf Ahli Bidang Sekretariat 16 1
Hukum Jenderal
Staf Ahli Bidang Sekretariat
5 [Imu Pengetahuan Ten gl 16 1
dan Teknologi
Sub Bagian
6 Arsiparis Pertama Persuratan, Biro 8 0
Umum
Sub Bagian
7 Analis Tata Usaha Persuratan, Biro 7 0
Umum
Pengelola Sub Bagian
8 Administrasi Persuratan, Biro 6 0
Pemerintahan Umum
Sub Bagian
9 penjpiala Tam Persuratan, Biro 6 0
Naskah
Umum
Arsiparis SubDgee
10 P Persuratan, Biro 6 0
Pelaksana
Umum e
Sub Bagian
11 Sekretaris Persuratan, Biro 6 0
Umum
- . Sub Bagian
pg | Pemgedunnistragt Persuratan, Biro 5 1
Persuratan
Umum
Sub Bagian
13 gz;ugz&; Aohis Persuratan, Biro 5 0
g8 Umum
Sub Bagian
14 | Arsiparis Pertama Kearsipan, Biro 8 0
Umum .
Sub Bagian
15 Penyu'luh Kearsipan, Biro T 1
Kearsipan
Umum
Assinaris Sub Bagian
16 e Kearsipan, Biro 6 0
Pelaksana
Umum
Pranata = b. Baglaq
17 ; . Kearsipan, Biro 6 0
Reproduksi Arsip
Umum
Pranata Restorasi SUb. Baglag
18 : Kearsipan, Biro 6 0
Arsip
Umum
Sub Bagian
19 Pranata Kearsipan Kearsipan, Biro 6 0
Umum

20. Pengadministrasi . . .



2

3

20

Pengadministrasi
Persuratan

Sub Bagian
Kearsipan, Biro
Umum

21

Arsiparis Pertama

Sub Bagian
Protokol dan
Pengamanan, Biro
Umum

22

Analis Persandian

Sub Bagian
Protokol dan
Pengamanan, Biro
Umum

23

Petugas Protokol

Sub Bagian
Protokol dan
Pengamanan, Biro
Umum

24

Pranata Acara

Sub Bagian
Protokol dan
Pengamanan, Biro
Umum

25

Operator Sandi dan
Telekomunikasi

Sub Bagian
Protokol dan
Pengamanan, Biro
Umum

26

Komandan Petugas
Keamanan

Sub Bagian
Protokol dan
Pengamanan, Biro
Umum

27

Pengadministrasi
Umum

Sub Bagian
Protokol dan
Pengamanan, Biro
Umum

28

Petugas Keamanan

Sub Bagian
Protokol dan
Pengamanan, Biro
Umum

29

Arsiparis Pertama

Sub Bagian Tata
Usaha Desisnas,
Biro Umum

30

Analis Tata Usaha

Sub Bagian Tata
Usaha Desisnas,
Biro Umum

31

Pengelola
Keuangan

Sub Bagian Tata
Usaha Desisnas,
Biro Umum

32

Pengadministrasi
Umum

Sub Bagian Tata
Usaha Desisnas,
Biro Umum

33

Pengemudi

Sub Bagian Tata
Usaha Desisnas,
Biro Umum

34

Arsiparis Pertama

Sub Bagian Tata
Usaha Dejiandra,
Biro Umum

35

Analis Tata Usaha

Sub Bagian Tata
Usaha Dejiandra,
Biro Umum

36

Pengelola
Keuangan

Sub Bagian Tata
Usaha Dejiandra,
Biro Umum

37

Pengadministrasi
Umum

Sub Bagian Tata
Usaha Dejiandra,
Biro Umum

38

Pengemudi

Sub Bagian Tata
Usaha Dejiandra,
Biro Umum

39

Arsiparis Pertama

Sub Bagian Tata
Usaha Debang,
Biro Umum

40. Analis . . .




1 2 3 5 6
Sub Bagian Tata
40 | Analis Tata Usaha Usaha Debang, 1
Biro Umum
Penpeila Sub Bagian Tata
41 T —— Usalha Debang, 1
Biro Umum
42 Pengadministrasi SG:;S:%?;:{:? 0
Umum ;
Biro Umum
Sub Bagian Tata
43 Pengemudi Usaha Debang, 0
Biro Umum
Sub Bagian Tata
44 | Arsiparis Pertama Usaha Depolstra, 0
Biro Umum
Sub Bagian Tata
45 | Analis Tata Usaha Usaha Depolstra, 1
Biro Umum
Sub Bagian Tata
46 i::i‘i;;i Usaha Depolstra, 1
Biro Umum
i 5 ’ Sub Bagian Tata
47 e Usaha [%epolstra, 0]
Umum y
Biro Umum
Sub Bagian Tata
48 | Pengemudi Usaha Depolstra, 0
Biro Umum
Sub Bagian Tata
49 | Arsiparis Pertama Usaha Staf Ahli, 0
Biro Umum
Sub Bagian Tata
50 | Analis Tata Usaha Usaha Staf Ahli, 2
Biro Umum
Pengelola Sub Bagian Tatg
51 Keuangan Usaha Staf Ahli, 0
Biro Umum
= T : Sub Bagian Tata
iy -« | EAdEEIEas Usaha Staf Ahli 0
Umum :
Biro Umum
Sub Bagian Mutasi
Analis SDM Pegawal dan
53 Administrasi 0
Aparatur Pertama : :
Kepegawaian, Biro
Umum
Sub Bagian Mutasi
Analis Sumber Pegawai dan
54 | Daya Manusia Administrasi 2
Aparatur Kepegawaian, Biro
Umum
Sub Bagian Mutasi
Pranata SDM feseas
55 ; Administrasi 0
Aparatur Mahir s :
Kepegawaian, Biro
Umum
Sub Bagian Mutasi
Pranata SDM Pegayvg; dan.
56 . Administrasi 0
Aparatur Terampil . .
Kepegawaian, Biro
Umum
Sub Bagian Mutasi
Pegawai dan
57 izgizg)‘}vzian Administrasi 0
Kepegawaian, Biro
Umum
Sub Bagian Mutasi
Arsiparis Pega'w:.:ti dan.
58 Administrasi 0
Pelaksana . .
Kepegawaian, Biro
Umum

59. Pengadministrasi . . .




1 2 3 6
Sub Bagian Mutasi
o . Pegawai dan
59 E:niagf:;‘;;itrw Administrasi
peg Kepegawaian, Biro
Umum
Sub Bagian
Analis SDM Disiplin dan
60 Pengembangan
Aparatur Pertama s
Pegawai, Biro
Umum
Sub Bagian
Disiplin dan
61 Dokter Pertama Pengembangan
Pegawai, Biro
Umum
Sub Bagian
Analis Disiplin dan
62 | Pengembangan Pengembangan
SDM Aparatur Pegawai, Biro
Umum
Sub Bagian
Pranata SDM Disiplin dan
63 . Pengembangan
Aparatur Mahir o
Pegawali, Biro
Umum
Analis Penegakan Sub Bagian
Integritas dan Disiplin dan
64 | Disiplin Sumber Pengembangan
Daya Manusia Pegawai, Biro
Aparatur Umum
Sub Bagian
Pengelola Disiplin dan
65 Pengembangan
Keperawatan -
Pegawai, Biro
Umum
Sub Bagian
Pranata SDM Dhdipilin. dau
w Aparatur Terampil Pangpmbebgsn
P P Pegawai, Biro
Umum
Sub Bagian
. . Disiplin dan
Arsiparis
67 Pengembangan
Pelaksana e
Pegawali, Biro
Umum
Analis SDM Sub Bagian
- Aparatur Pertama Hularm,
p Biro Umum
Analis Produk Bub Brgla
69 T Hukum,
Biro Umum
Penelaah Jaringan Sub Bagian
70 | Dokumentasi dan Hukum,
Informasi Hukum Biro Umum
Sub Bagian
71 Analis Hukum Hukum,
Biro Umum
70 Pengelola Informasi S\;}?J]:Zillan
Produk Hukum . .
Biro Umum
Pengelola ;s
Sub Bagian
Pengadaan )
73 Pengadaan, Biro
Barang/Jasa
Umum
Pertama
Penelaah Kebijakan Sub Bagian
74 | Pengadaan Barang Pengadaan, Biro
dan Jasa Umum

T5. Pentyuasun. : . «




1 2 3 6
Penyusun Rencana Sub Bagian
75 | Pengadaan Sarana Pengadaan, Biro
dan Prasarana Umum
Pengelola Unit Sub Bagian
76 | Layanan Pengadaan, Biro
Pengadaan Umum
Pranata Barang Aub Bagxan_
b d Pengadaan, Biro
dan Jasa
Umum
Pengadministrasi b Baglanb
78 Pengadaan, Biro
Keuangan
Umum
— Sub Bagian TU
79 Arsiparis Pertama Sesien. Bt Ui
80 | Analis Tata Usaha | . oub BagianTU
Sesjen, Biro Umum
81 Sekretaris s}lb Ba_glan I
Sesjen, Biro Umum
82 Arsiparis Sub Bagian TU
Pelaksana Sesjen, Biro Umuin
83 Pengelola Sub Bagian TU
Keuangan Sesjen, Biro Umum
84 Pengadministrasi Sub Bagian TU
Umum Sesjen, Biro Umum
y Sub Bagian TU
o | Penppenal Sesjen, Biro Umum
Perigelola Sub Bagian Rumah
Pengadaan ;
86 Tangga, Biro
Barang/Jasa
Umum
Pertama
Rnyusy. Benciia Sub Bagian Rumah
Kebutuhan Rumah ;
87 Tangga, Biro
Tangga dan
Umum
Perlengkapan
Pengelola Penataan | Sub Bagian Rumah
88 | Sarana dan Tangga, Biro
Prasarana Umum
Pengadministrasi Sub Bagian Rumah
89 | Sarana dan Tangga, Biro
Prasarana Umum
Teknisi Sarana dan St Bagito R.u Al
90 Tangga, Biro
Prasarana
Umum
Sub Bagian Rumah
91 Pengemudi Tangga, Biro
Umum
Pengelola
92 Pengadaan Sub Bagian BMN,
Barang/Jasa Biro Umum
Pertama
Analis Barang Milik | Sub Bagian BMN,
93 ;
Negara Biro Umum
64 | Teknisi Blokieomiy | SV2 Begian BMN,
Biro Umum
Sub Bagian BMN,
95 | Pengelola Gudang Biro Umum
Pengadministrasi y
96 | Sarana dan Sk .Baglan BhiN,
Biro Umum
Prasarana
Sub Bagian
Rencana Program
97 | Perencana Pertama et :
dan Kinerja, Biro
POK
Analis Rencana Rer?c‘;bnf;ia?am
98 | Program dan &

Kegiatan

dan Kinerja, Biro
POK

99. Analis . . .




1 2 3 6
Sub Bagian
o g Rencana Program
99 Analis Kinerja dun Kirerja, Hire
POK
Sub Bagian
100 Analis Rencana Program
Perencanaan dan Kinerja, Biro
POK
q Sub Bagi
e L Ren(::ma ;ia?"am
101 | Akuntabilitas na trogre
Kineria dan Kinerja, Biro
HEH POK
Pengadministrasi IR
Rencana Program
102 | Perencanaan dan e, .
Program dan Kinerja, Biro
POK
Analis Anggaran sub Baglan
103 ik Rencana Anggaran,
Biro POK
Analis Sub Bagian
104 | Perencanaan Rencana Anggaran,
Anggaran Biro POK
Penyusun Rencana Sub Bagian
105 | Kegiatan dan Rencana Anggaran,
Anggaran Biro POK
Analis SabBagu
106 Benmanezaran Rencana Anggaran,
Bange Biro POK
Pengelola Bahan Sub Bagian
107 e Rencana Anggaran,
— Biro POK
Sub Bagian
Evaluasi dan
108 | Perencana Pertama .
Pelaporan, Biro
POK
. Sub Bagian
Pengevaluasi :
Evaluasi dan
109 | Program dan ;
Kifistia Pelaporan, Biro
J POK
. Bagi
Analis Laporan Esv iil)uaziglc?;n
120 | Akuntabilitas !
—— Pelaporan, Biro
4 POK
Analis Sub Bagian
121 Perencanaan, Evaluasi dan
Evaluasi dan Pelaporan, Biro
Pelaporan POK
Sub Bagian
122 | Analis Tata Usaha Eyiiuae da_n
Pelaporan, Biro
POK
123 Analis Kebijakan Sub Bagian Tata
Pertama Laksana, Biro POK
: ; g Sub Bagian Tata
124 | Analis Organisasi faksana Bing POK
125 Analis Manajemen Sub Bagian Tata
Perkantoran Laksana, Biro POK
Penyusun Norma, :
126 | Standar, Prosedur Sl Bagla_n et
o o Laksana, Biro POK
dan Kriteria
Pengelola Dlata. Sub Bagian Tata
127 | Tata Organisasi Laksana. Biro POK
dan Tata Laksana i
Sub Bagian
128 Analis Kebijakan Organisasi dan

Pertama

Fasilitasi RB, Biro
POK

129. Analis . . .




| 2 3 6
Sub Bagian
e : Organisasi dan
122 | AnalisHinega Fasiigitasi RB, Biro
POK
Sub Bagian
130 Analis Or_g_ani'_sasi da{q
Kelembagaan Fasilitasi RB, Biro
POK
Sub Bagian
131 Pengolah Data Organisasi dap
Kelembagaan Fasilitasi RB, Biro
POK
Sub Bagian
132 Pengadministrasi Organisasi dan
Pemerintahan Fasilitasi RB, Biro
POK
Analis Pengelolaan e Bag.lan
133 | Keuangan APBN . dafm
Pettama Pelaporan, Biro
POK
Pemeriksa Laporan Sub Bag.lan
134 | dan Transaksi o d:?m
Reuangan Pelaporan, Biro
POK
Sub Bagian
135 Analis Sistem Akuntansi dan
Akuntansi Pusat Pelaporan, Biro
POK
Sub Bagian
Penata Laporan Akuntansi dan
136 y
Keuangan Pelaporan, Biro
POK
Sub Bagian
137 Pengelola Akuntansi dan
Akuntansi Pelaporan, Biro
POK
Analis Pengelolaan Sub Bagian
138 | Keuangan APBN Verifikasi, Biro
Pertama POK
: : Sub Bagian
139 ﬁ:ﬁgf} g;:“saks‘ Verifikasi, Biro
POK
" Sub Bagian
140 Verifikasi, Biro
Pelaksanaan
POK
Anggaran
Sub Bagian
141 E::iigi Verifikasi, Biro ‘
POK
; Sub Bagian
142 Xgﬁg:;;: Verifikasi, Biro
POK
Pengelola Database Sub Bagian
143 | Surat Perintah Verifikasi, Biro i
Membayar POK
Analis Pengelolaan Sub Bagian
144 | Keuangan APBN Perbendaharaan,
Pertama Biro POK
Analis Sub Bagian
145 oA Perbe:ndaharaan,
Biro POK
Analis Sistem Sub Bagian
146 | Informasi Perbendaharaan,
Perbendaharaan Biro POK
Sub Bagian
147 | Penata Keuangan Perbendaharaan,
Biro POK

148. Bendahara . . .




1 2 3 5 6
Sub Bagian
148 | Bendahara Perbendaharaan, 1
Biro POK
& 3 ; Sub Bagian
149 ;zzgaidzmmas' Perbendaharaan, 0
8 Biro POK
Pranata Hubungan Sub Bagian
150 | Masyarakat Pelayanan Sidang, 0
Pertama Biro PSP
Sub Bagian
151 | Penyusun Risalah Pelayanan Sidang, 0
Biro PSP
Analis Materi —— Bagx‘a 2
152 Sidang Pelayanan Sidang, 0
Biro PSP
Sub Bagian
153 ;Zm:: SPL:; Iiz:l;ah Pelayanan Sidang, 0
P P Biro PSP
Sub Bagian
154 i:?sgiillzrlxagan Pelayanan Sidang, 0
Biro PSP
Sub Bagian
155 | Notulis Rapat Pelayanan Sidang, 0
Biro PSP
- ; Sub Bagian
156 fl;eanie:dmmlstram Pelayanan Sidang, 0
¥ Biro PSP
Pranata Hubungan Sub Bagian
157 | Masyarakat Hubungan Antar 0
Pertama Lembaga, Biro PSP
! Sub Bagian
158 :E?all:'sli;bt: r;ian Hubungan Antar 1
Lembaga, Biro PSP
Sub Bagian
159 | Analis Kerja Sama Hubungan Antar 0
Lembaga, Biro PSP
- Sub Bagian
160 ﬁ::ﬂ::;::iﬁ.g;i Hubungan Antar 0
Jan Lembaga, Biro PSP
’ Sub Bagian
161 ;z?'garzsl;izafnforma51 Hubungan Antar 0
J Lembaga, Biro PSP
Pranata Hubungan Rt Bagran .
162 | Masyarakat Hubunganl Mec}la 0
Pertama dan _Pubhkam,
Biro PSP
Sub Bagian
. . . Hubungan Media
1 | sl Eaiithas dan Publikasi, 1
Biro PSP
Sub Bagian
’ Hubungan Media
164 | Analis Tata Usaha dan Publilasi. 0
Biro PSP
Sub Bagian
Penyusur} i Hubungan Media
165 | Informasi dan b o 0
Publikasi dan Pubhkash
Biro PSP
Pengelola Media i S !
166 | Center dan Hubungan_ Me(.ha 0
Kemitraan Media o Pu tiitas,
Biro PSP
Sub Bagian
; Hubungan Media
167 | Sekretaris dears Plg_lblikasi, 0
Biro PSP

168. Pengadministrasi . . .




1 2 3 4 5 6
Pengadministrasi Rub Ragan .
. Hubungan Media
168 | Analisis dan . ; 5 0
Kemitraan Media dan _Pubhkam,
Biro PSP
Sub Bagian
Produksi,
169 Flastalenan Dokumentasi dan 8 0
Pertama .
Perpustakaan, Biro
PSP
Sub Bagian
Produksi,
170 | Penata Liputan Dokumentasi dan 6 0
Perpustakaan, Biro
PSP
Sub Bagian
Pustakawan Produksi,
171 | Pelaksana Dokumentasi dan 7 0
Lanjutan Perpustakaan, Biro
PSP
Penyusun 2y Bagie_m
. Produksi,
i | COSOMARINE Dokumentasi dan 7 0
Kesenian dan :
T, Perpustakaan, Biro
PSP
Sub Bagian
Produksi,
173 g:lztlf::‘r‘:‘;a“ Dokumentasi dan 6 0
Perpustakaan, Biro
PSP
Sub Bagian
Pengelola Produks1.,
174 Perpustakann Dokumentasi dan 6 0
Perpustakaan, Biro
PSP
Sub Bagian
Pengadministrasi PmdUkSI.’
175 ; Dokumentasi dan 5 0
Risalah p
Perpustakaan, Biro
PSP
Sub Bagian
Betugns Produ ksi',
176 Pengganiisan Dokumentasi dan 5 0
Perpustakaan, Biro
PSP
Sub Bagian Data
177 iP)ze;gar:gKomputer dan Keamanan 8 0
Informasi, Biro PSP
- Sub Bagian Data
178 fnrz,sli:;?tem dan Keamanan 7 1
Informasi, Biro PSP
Pranata Komputer Sub Bagian Data
179 | Pelaksana dan Keamanan 7 0
Lanjutan Informasi, Biro PSP
Pengelola Sub Bagian Data
180 | Keamanan Sistem dan Keamanan 6 1
Informasi Informasi, Biro PSP
Pranata Komputer sub Bagin Data
181 S dan Keamanan 6 1
Informasi, Biro PSP
Jumlah 57
Pataf o SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,
1. Karoum

2. Karo POK: / ...........
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1 2 3 6
Pengadministrasi Hub Bagian .
168 | Analisis dan Hubmngan Modia
Kemitraan Media dan Pu blkas,
Biro PSP
Sub Bagian
Produksi,
169 g: :t:l:lzwan Dokumentasi dan
Perpustakaan, Biro
PSP
Sub Bagian
Produksi,
170 | Penata Liputan Dokumentasi dan
Perpustakaan, Biro
PSP
Sub Bagian
Pustakawan Produksi,

171 | Pelaksana Dokumentasi dan

Lanjutan Perpustakaan, Biro
PSP

Penyusun e Bagign

Dokumentasi Produksn‘,

172 . Dokumentasi dan
Kesenian dan .
Perfilman Perpustakaan, Biro

PSP
Sub Bagian
Produksi,
173 Fustalewan Dokumentasi dan
Pelaksana .
Perpustakaan, Biro
PSP
Sub Bagian
Pengelola Produks1-,
174 Flrpumiudosan Dokumentasi dan
Perpustakaan, Biro
PSP
Sub Bagian
.. . Produksi,
175 Pf_:ngadmmlstram Dokumentasi dan
Risalah .
Perpustakaan, Biro
PSP
Sub Bagian
Bbegss Produksil,
176 Penggandaan Dokumentasi dan
Perpustakaan, Biro
PSP
Pranata Komputer St E g Tty
177 R dan Keamanan
Informasi, Biro PSP
Analis Sistem Sub Bagian Data
178 Informasi dan Keamanan
Informasi, Biro PSP
Pranata Komputer Sub Bagian Data

179 | Pelaksana dan Keamanan
Lanjutan Informasi, Biro PSP
Pengelola Sub Bagian Data

180 | Keamanan Sistem dan Keamanan

Informasi

Informasi, Biro PSP

181

Pranata Komputer
Pelaksana

Sub Bagian Data
dan Keamanan
Informasi, Biro PSP

Jumlah

SIONAL,




LAMPIRAN IV

PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN

KETAHANAN NASIONAL

NOMOR
TENTANG PETA JABATAN DAN KELAS JABATAN

TAHUN 2021

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

FAKTOR FAKTOR 4 Hubungan
Ru:ng FAKTOR 3 Ao FAKTOR 5 | FAKTOR
Linghip FAKTOR 2 | Wewenang Kesulitan 6
Kelas Nilai Pengaturan Penyeliaan | 4A Sifat | 4B Tujuan dalam Kondisi
o Ty Jabatun Vs Coigeviiant Jabatan Jabatan D S Kk Organisasi dan Hubungan | Hubungan | Pengarahan Lain
p::::m (Level 1-3) | Manajerial | (Level 1- | (Level 1- | Pekerjaan | (Level 1-
ol - (Level 1-3) 4) 4) (Level 1-8) 6)
5)
1 2 3 G 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Setjen Wantannas 17 4275 4 |775 3 350 3 900 4 100 4 125 6 800 3 131225
Nasional
2 | Reputi Bidang Deputi Sisnas 16 3870 4 |775| 2 | 250 | 3 | 900 | 4 |100| 2 | 75| 5 | 650 | 4 | 1120
Sistem Nasional |
3 Pembantu Deputi [
IS LRGRIngD. | ook wanna 15 3230 | 3 [550| 2 |250 | 2 |775| 3| 75| 3 |100| 4 | 505 | 3| 975
Pemerintahan [
Negara
4 | Analis Kebijakan s
. Deputi Sisnas 13 2455 2 | 350 1 100 2 TrD 3 75 | 2 i 4 505 2 575
Bid. Lembaga [ \
5 | Analis Kebijakan ! |
Bid. Tata Sarana Deputi Sisnas 13 2455 2 | 350 1 100 2 79 3 75 2 75 4 505 | 2 | 575
dan Prasarana ‘ |

6. Analis . . .




2

3

10

11 12

Analis Kebijakan
Bid. Sumber Daya
Manusia

Deputi Sisnas

13

2455

350

100

775

75

75

8505 | 2 | 575

Pembantu Deputi
Urusan Lingkungan
Alam

Deputi Sisnas

15

3230

550

250

775

75

100

505 | 3 | 975

Analis Kebijakan
Bid. Geografi

Deputi Sisnas

13

2455

350

100

TS

75

75

205 | 2 | 575

Analis Kebijakan
Bid. Demografi

Deputi Sisnas

13

2455

350

100

775

75

75

505 | 2 | 575

10

Analis Kebijakan
Bid. Sumber Daya
Alam

Deputi Sisnas

13

2455

350

100

775

75

7>

505 | 2 | 575

11

Pembantu Deputi
Urusan Lingkungan
Sosial

Deputi Sisnas

15

3230

550

250

775

75

100

505 | 3 | 975

12

Analis Kebijakan
Bid. Politik dan
Keamanan

Deputi Sisnas

13

2455

350

100

]

775

75

75

505 | 2 | 575

13

Analis Kebijakan
Bid. Sosial
Ekonomi

Deputi Sisnas

13

2455

350

100

779

75

75

505 | 2 | 575

14

Analis Kebijakan
Bid. Sosial Budaya

Deputi Sisnas

13

2455

350

100

175

75

75

505 | 2 | 575

15

Pembantu Deputi
Urusan Informasi
dan Pengolahan
Data

Deputi Sisnas

15

3230

550

250

715

75

100

505 | 3 | 975

16

Analis Kebijakan
Bid. Pengumpulan
dan Pengolahan
Informasi

Deputi Sisnas

13

2440

350

100

175

75

75

505 | 2 | 575

17. Analis . . .




2

3

10

11

12

Analis Kebijakan
Bid. Telematika

Deputi Sisnas

13

2455

350

100

775

75

75

505

575

18

Deputi Bidang
Pengkajian dan
Penginderaan

Deputi Jiandra

16

3870

775

250

900

100

75

650

1120

19

Pembantu Deputi
Urusan Lingkungan
Strategis Nasional

Deputi Jiandra

15

3230

550

250

775

75

100

505

975

20

Analis Kebijakan
Bid. Politik
Keamanan Nasional

Deputi Jiandra

13

2455

350

100

775

75

75

505

575

21

Analis Kebijakan
Bid. Ekonomi
Nasional

Deputi Jiandra

13

2455

350

100

775

75

75

505

o975

22

Analis Kebijakan
Bid. Sosial Budaya
Nasional

Deputi Jiandra

13

2455

350

100

775

75

75

505

575

23

Pembantu Deputi
Urusan Lingkungan
Strategis Regional

Deputi Jiandra

15

3230

550

250

775

75

100

505

975

24

Analis Kebijakan
Bid. Politik
Keamanan Regional

Deputi Jiandra

13

2455

350

100

775

75

75

505

575

25

Analis Kebijakan
Bid. Ekonomi
Regional

Deputi Jiandra

13

2455

350

100

775

75

75

505

575

26

Analis Kebijakan
Bid. Sosial Budaya
Regional

Deputi Jiandra

13

2455

350

100

775

75

75

505

575

27

Pembantu Deputi
Urusan Lingkungan
Strategis
Internasional

Deputi Jiandra

15

3230

550

250

775

79

100

505

975

28. Analis . . .




2

10

11

12

Analis Kebijakan
Bid. Politik
Keamanan
Internasional

Deputi Jiandra

13

2455

350

100

775

75

75

505

575

29

Analis Kebijakan
Bid. Ekonomi
Internasional

Deputi Jiandra

13

2455

350

100

775

75

75

505

575

30

Analis Kebijakan
Bid. Sosial Budaya
Internasional

Deputi Jiandra

13

2455

350

100

775

75

75

505

575

31

Deputi Bidang
Politik dan Strategi

Deputi Polstra

16

3870

775

250

900

100

75

650

1120

32

Pembantu Deputi
Urusan Politik
Nasional

Deputi Polstra

15

3230

550

250

775

Ta

100

505

975

33

Analis Kebijakan
Bid. Pullahta Politik
Nasional

Deputi Polstra

13

2455

350

100

775

75

75

505

575

34

Analis Kebijakan
Bid. Perumusan
Pengkajian Politik
Nasional

Deputi Polstra

13

2455

350

100

it

it

75

505

575

35

Analis Kebijakan
Bid. Monitoring dan
Evaluasi Politik
Nasional

Deputi Polstra

13

2455

350

100

775

75

75

505

575

36

Pembantu Deputi
Urusan Strategi
Nasional

Deputi Polstra

15

3230

550

250

775

75

100

505

975

37

Analis Kebijakan
Bid. Renstra
Bangnas Kajang

Deputi Polstra

13

2455

350

100

775

75

75

505

575

38. Analis . . .




1 2 3 4 5 6 8 10 11 12
38 | Analis Kebijakan
Bid. Renbangnas Deputi Polstra 13 2455 350 100 775 75 75 505 | 2 | 875
Kadang/Kadek
39 | Analis Kebijakan
B, Trark Deputi Polstra 13 2455 350 100 775 75 75 505 | 2 | 575
Pembangunan
Nasional
40 | Pembantu Deputi
i Deputi Polstra 15 3230 550 250 775 75 100 505 | 3 | 975
Perencanaan
Kontijensi
41 | Analis Kebijakan
e T, Deputi Polstra 13 2455 350 100 775 75 75 505 | 2 | 575
Kontijensi Politik
dan Keamanan
42 | Analis Kebijakan
Bid. Renc. Deputi Polstra 13 2455 350 100 iTo 75 75 505 | 2 | 875
Kontijensi Ekonomi
43 | Analis Kebijakan
Bid. Renc. .
e . Deputi Polstra 13 2455 350 100 77D 75 To 505 2 275
Kontijensi Sosial
Budaya
4| Bepuy. Bidang Beputi 16 3870 775 250 900 100 75 650 | 4 | 1120
Pengembangan Pengembangan
%5 | Pesdbantn. Degul o 15 3230 550 250 775 75 100 505 | 3 | 975
Urusan Ekonomi Pengembangan
46 | Analis Kebijakan
B, Pengemimngan Depot 13 2455 350 100 775 75 75 505 | 2 | 575
Keuangan dan Pengembangan
Moneter
47 | Analis Kebijakan -
Bid. Pengembangan P 13 2455 350 100 Ti5 75 75 508 | 2 | 875
Sektor Riil Pengembangan

48. Analis . . .




1 2 3 4 5 10 11 12

48 | Analis Kebijakan
Bid. Jasa dan Deputi
Putippibanghs P b g 13 2455 350 100 775 75 75 505 | 2 | 575
Pariwisata

49 | Pembantu Deputi Dipiit
Urusan Sosial PN 15 3230 550 250 75 75 100 505 | 3 | 975
Budaya

50 | Analis Kebijakan Depiuti
Bid. ].:’e‘ngembangan s - 13 2455 350 100 775 75 75 205 | 2 | 575
Pendidikan

51 | Analis Kebijakan DEp
Bid. Pengembangan Pengenibangsi 13 2455 350 100 TrS 75 75 505 | 2 | 575
Keagamaan

52 | Analis Kebijakan
Bid. Pengembangan Deputi
Kesejahteraan Pengembangan s 2955 350 100 775 75 75 505 2 575
Sosial

53 | Pembantu Deputi
Wit . s 15 3230 550 250 775 75 100
dan Perundang- Pengembangan 505 3 975
Undangan

54 | Analis Kebijakan Deputi
Bid. Pengembangan Pengembangan 13 2455 350 100 775 75 75 305 | & | BY5
Hukum

55 | Analis Kebijakan
Bid. Pengembangan Deputi
Peniiiligi- Pengembangan 13 2455 350 100 775 75 7S 205 | 2 | 87>
undangan

56 | Analis Kebijakan Depisti
Bid. Pengembangan O 13 2455 350 100 775 75 75 505 | 2 | 575
Penegakan Hukum

S7. Pembantu . . .




I 2 3 4 5 10 11 : 12
57 | Pembantu Deputi Deputi
Urusan Pertahanan 15 3230 550 250 775 75 100 505 3 | 975
Keamanan Pengembangan
58 | Analis Kebijakan Deputi
Bid. Pengembangan | o 13 2455 350 100 775 75 75 505 | 2 | 575
engembangan
Bela Negara
59 | Analis Kebijakan
Bid. Pengembangan Deputi 13 5
Militer dan Pengembanean 455 350 100 775 75 75 505 2 575
g g
Kepolisian
60 | Analis Kebijakan
Bid. Pengembangan Deputi 13 2455 350 100 775 75 75 505 | 2 | 575
Mobilisasi dan Pengembangan
Demobilisasi
61 | Kepala Biro Umum Biro Umum 15 3230 550 250 775 75 100 505 | 3 | 975
62 | Kepala Biro
gi;?ﬁ:;:iag;n Biro POK 15 3230 550 250 775 75 100 505 | 3 | 975
Keuangan
| 63 | Kepala Biro
Persidangan,
Sistemn Infromasi Biro PSP 15 3230 550 250 775 75 100 505 3 | 975
dan Pengawasarn
Internal
64 | Kepala Bagian Tata | Bagian Tata Usaha
Usaha dan Protckol dan Protokol 13 2455 350 100 775 75 75 505 2 S75
65 | Kepala Bagian Bagian
Kepegawaian dan Kepegawaian dan 13 2455 350 100 775 75 75 505 2 575
Hukum Hukum
66 | Kepala Bagian Bagian 12 2280 175 100 775 75 75 505 | 2 | 575
Perlengkapan Perlengkapan

67. Kepala . . .




1 2 3 4 5 10 11 12
67 | Kepala Bagian Bagian
13 2455 350 100 775 i< 75 505 375
Perencanaan Perencanaan
68 | Nepala Bagan Bagian Organisasi
Organisasi dan gian Lrg 13 2455 350 100 775 75 75 505 575
dan Tata Laksana
Tata Laksana
B3 | Kepals Bagian T 13 2455 350 100 775 75 75 505 575
Keuangan
70 | Kepala Bagian Bagian
Persidangan dan Persidangan dan 13 2455 350 100 775 75 7D 505 575
Humas Humas
71 | Kepals Bagian, BAgien Siateoy 13 2455 350 100 775 75 75 505 575
Sistem Informasi Informasi
72 | Kepala Bagian Bagian
Pengawasan Pengawasan 13 2455 350 100 775 745 75 505 bIh
Internal Internal
73 jisepale Bubhagian Subbagian 10 1695 175 100 450 25 30 340 575
Persuratan Persuratan
1% PRepaasnbhagian Buthagen 10 1695 175 100 450 25 30 340 575
Kearsipan Kearsipan
75 | Kepala Subbagian .
Protokol dan i sl 10 1695 175 100 450 25 30 340 575
dan Pengamanan
Pengamanan
76 | Kepala Subbagian
Tata Usaha Biro Umum 9 1430 175 100 450 25 30 340 310
Sekretaris Jenderal
77 | Kepala Subbagian
Telta Uogia Depity | Mubbiglan Tt 10 1695 175 100 450 25 30 340 575
Bidang Sistem Usaha Desisnas
Nasional
78 | Kepala Subbagian
Tafa Usahin DEputi. | SubhagianTaa 10 1695 175 100 450 25 30 340 575
Bidang Pengkajian Usaha Dejiandra
dan Penginderaan

79. Kepala . . .




1 2 3 4 5 6 8 10 11 12
79 | Kepala Subbagian
Tata Usaha Deputi Subbagian Tata
Bidang Politik dan Usaha Depolstra 19 a3 175 100 450 25 30 340 2 575
Strategi
80 | Kepala Subbagian
Suisrdisane.Degut: |- Ci e 10 1695 175 100 450 25 30 340 | 2 | 575
Bidang Usaha Debang
Pengembangan
81 | Kepala Subbagian X
Tata Usaha Staf R R el 10 1695 175 100 450 25 30 340 | 2 | 575
Ahli Usaha Sahli
82 | Kepala Subbagian Subbagian Mutasi
Mutasi Pegawai dan Pegawai dan
A inivinsl Adrninistiagi 10 1695 175 100 450 25 30 340 | 2 | 575
Kepegawaian Kepegawaian
wd g‘?p.a}]‘?‘nsgbbagla“ Subbagian Disiplin
S dan Pengembangan 10 1695 175 100 450 25 30 340 2 575
Pengembangan :
. Pegawai
Pegawai
84 | Kepala Subbagian | gy pbagian Hukum 10 1695 175 100 450 25 30 340 | 2 | 575
85 | Kepala Subbagian Subbagian
PengaRaEn Pengadaz 10 1695 175 100 4350 25 30 340 | 2 | 575
86 | Kepala Subbagian Subbagian Rumah 10 1695 175 100 450 25 30 340 5 575
Rumah Tangga Tangga
87 | Kepala Subbagian
Barang Milik Subbagian BMN 10 1695 175 100 450 25 30 340 | 2 | 575
Negara
88 | Kepala Subbagian ek
Rencana Program o Ela 10 1695 175 100 450 25 30 340 | 2 | 575
N enprogkin
dan Kinerja
82 | Bepala Satbbagian Subbagian Rengar 10 1695 175 100 450 25 30 340 2 | 9fb
Rencana Anggaran

90. Kepala . . .




=T0=

1 2 3 4 5 10 11 12
90 | Kepala Subbagian
Evaluasi dan Subbagian Evalap 10 1695 175 100 450 25 30 340 L)
Pelaporan
epala Sub i ;
. grganisa:i ::ﬁ - Subbsgisn
e . Organisasi dan 10 1695 175 100 450 25 30 340 575
Fasilitasi Reformasi R
: : Fasilitasi RB
Birokrasi
% | Sepaln Subbagar R, 10 1695 175 100 450 25 30 340 575
Tata Laksana Laksana
93 | Kepala Subbagian Subbagian
Perbendaharaan Perbendaharaan - ot 175 100 450 25 30 340 575
e L) 10 1695 175 100 450 25 30 340 575
erifikasi Verifikasi
95 | Kepala Subbagian Subbagian
Akuntansi dan Akuntansi dan 10 1695 175 100 450 25 30 340 575
Pelaporan Pelaporan
96 | Kepala Subbagian Subbagian
Pelayanan Pelayanan 10 1695 175 100 450 23 30 340 DD
Persidangan Persidangan
97 | Kepala Subbagian Subbagian
Hubungan Antar Hubungan Antar 10 1695 175 100 450 25 30 340 575
Lembaga Lembaga
98 | Kepala Subbagian Subbagian
Hubungan Media Hubungan Media 10 1695 175 100 450 25 30 340 575
dan Publikasi dan Publikasi
99 | Kepala Subbagian Subbagian
Produksi, Produksi,
Dokumentasi dan Dokumentasi dan e 1695 175 100 450 25 30 340 S75
Perpustakaan Perpustakaan
A0 Bepella Sutbioagean. e 10 1695 175 100 450 25 30 340 575
Teknologi Informasi | Teknologi Informasi

101. Kepala . . .




-1 71~

1 2 3 4 5 6 b 8 9 10 11 12
101 Igzli):lzaiubbaglan Subbegiii Data
dan Keamanan 10 1695 175 100 450 25 1 30 3 340 575
Keamanan :
3 Informasi
Informasi
102 5:?;518§E:bag1an Subbagian Tata
& Usaha Pengawasan 10 1695 175 100 450 25 1 30 3 340 575
engawasan
Internal
Internal J—

KRETARIS JENDERAL

WAN KETAHANAN IASIONAL,




-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B b 12
10l g:;;:](a;aiubbagian Subbagian Data
X dan Keamanan 10 1695 175 100 1 450 il 25 1 30 3 340 | 2 | 575
eamanan ;
. Informasi
Informasi
A ’I;:faagsilﬁZbagan Subbagian Tata
Usaha Pengawasan 10 1695 175 100 1 450 1 25 1 30 3 340 2 575
Pengawasan
Internal el

2. Karo POK: / ..........

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

HARJO SUSMORO




LAMPIRAN V

PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
KETAHANAN NASIONAL

NOMOR ?‘ TAHUN 2021

TENTANG PETA JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Faktor 5
Faktor Ruang Faktor 6 Faktor 7 | Faktor 8 Faktor 9
Faktor 1 Faktor 2 3 Faktor 4 Lingkup | Hubungan | Tujuan Tuntutan
Nama Unit Kelas Harga 2 = Lingkungan
No st Organisesi i | bt Pengetahuan | Pengawasan | Pedoman | Kompleksitas dan Pribadi Hubungan Fisik Kerja
(Level 1~9) (Level 1~5) (Level (Level 1~6) Pengaruh (Level (Level (Level (Level 1~3)
1~5) (Level 1~4) 1~4) 1~3)
1~6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 i 12 13 14
Staf Ahli Bidang Sekretariat -
1 Bt Jeisderal 16 3.665 7 1.250 S 650 5 650 6 450 5 325 4 110 4 220 1 5 1 3
Staf Ahli Bidang Sekretariat
2 Sosial Budaya Fsullnnal 16 3.665 T 1.250 5 650 5 650 6 450 5 325 4 110 + 220 1 5 1 5
Staf Ahli Bidang Selcretarist
3 Pertahanan ' 16 3.665 T 1.250 ] 650 5 650 6 450 5 325 4 110 4 220 1 5 1 5
- Jenderal
Keamanan
Staf Ahli Bidang Sekretariat
4 e Haniligect 16 3.665 T 1.250 5 650 5 650 6 450 5 325 4 110 4 220 1 5 1 5
Staf Ahli Bidang
5 | i Selaetacia 16 3.665 7 1.250 5 650 5 | 650 6 450 5| 325 | 4| 110 | 4 | 220 1 5 1 5
Pengetahuan Jenderal
dan Teknologi
Arsiparis Suli Began
6 P Persuratan, Biro 8 1.280 5 750 2 125 2 125 3 150 2 75 2 25 1 20 1 5 1 5
Pertama
Umum
; Sub Bagian
g | dmalinTata Persuratan, Biro 7 890 5 750 1 25 1| 25 1 25 1| 25 1 10 1 20 1 5 1 5
Usaha Ulsscvts

8. Pengelola . . .




1 2 3 5 8 10 11 12 13 14
Pengelola Sub Bagian
8 Administrasi Persuratan, Biro 690 550 25 1 25 25 25 10 20
Pemerintahan Umum
Sub Bagian
g | Teagelialsta Persuratan, Biro 690 550 25 1| 25 25 25 10 20
Naskah
Umum
. . Sub Bagian
1g | Asipecis Persuratan, Biro 740 550 25 | 1| 25 25 75 10 20
Pelaksana
Umum
Sub Bagian
11 | Sekretaris Persuratan, Biro 690 550 25 1 25 25 25 10 20
Umum
o 3 Sub Bagian
1 | Pengadministrasi | 5o oran, Biro 490 350 25 1| 25 25 25 10 20
Persuratan
Umum
Pet Sub Bagian
Bl Persuratan, Biro 490 350 25 1| 25 25 25 10 20
Penggandaan
Umum
Arsivari Sub Bagian
TN i gt Kearsipan, Biro 1.280 750 125 | 2| 125 150 75 25 20
Pertama
Umum
Sub Bagian
TR o i Kearsipan, Biro 890 750 25 1| 25 25 25 10 20
Kearsipan
Umum
PRI Sub Bagian
16 - Kearsipan, Biro 740 550 25 1| 25 25 75 10 20
Pelaksana
Umum
Sub Bagian
y7 | Pranata | gearsipan, Biro 690 550 25 1| 25 25 25 10 20
Reproduksi Arsip
Umum
p & Sub Bagian
1g | ranat@ Kearsipan, Biro 690 550 25 1| 25 25 25 10 20
Restorasi Arsip
Umum
Pranat Sub Bagian
19 | cranata Kearsipan, Biro 690 550 25 1| 25 25 25 10 20
Kearsipan U
mum

20. Pengadministrasi . . .




1 2 3 5 10 11 12 13 14
. " Sub Bagian
gp | Pepgadministrasi | o . joan Biro 490 350 25 1| 25 25 25 10 20
Persuratan
Umum
Sub Bagian
21 | Arsiparis Lokl de 1.280 750 125 | 2| 125 150 75 25 20
Pertama Pengamanan,
Biro Umum
Sub Bagian
gg | usbs Beoiulaticon 890 750 25 | 1| 25 25 25 10 20
Persandian Pengamanan,
Biro Umum
Sub Bagian
23 | Petugas Protokol Frutokol aan 690 550 25 1| 25 25 25 10 20
Pengamanan,
Biro Umum
Sub Bagian
Protokol dan
24 | Pranata Acara 690 550 25 3 25 25 25 10 20
Pengamanan,
Biro Umum
CperatorSandi | 1o 2280
25 | dan 690 550 25 1 25 25 25 10 20
g i Pengamanan,
Telekomunikasi :
Biro Umum
Komandan Protoicol dan
26 | Petugas 490 350 25 1 25 25 a5 10 20
Pengamanan,
Keamanan 9
Biro Umum
Sub Bagian
97 Pengadministrasi Protokol dan 490 350 25 1 25 25 25 10 20
Umum Pengamanan,
Biro Umum
Sub Bagian
gg | FeEas Eenialel et 340 200 25 | 1] 25 25 25 10 20
Keamanan Pengamanan,

Biro Umum

29. Arsiparis . .




1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14
e Sub Bagian Tata
29 p Usaha Desisnas, 1.280 750 125 2 125 150 75 25 20
Pertama .
Biro Umum
; Sub Bagian Tata
gy | Smatisln Usaha Desisnas, 890 750 25 1| 25 25 25 10 20
Usaha i
Biro Umum
P Lol Sub Bagian Tata
g [ e Usaha Desisnas, 690 550 25 1| 25 25 25 10 20
Keuangan ;
Biro Umum
P Ainistrasi Sub Bagian Tata
32 | SREAAMIMSHAS! | ;oaha Desisnas, 490 350 25 1| 25 25 25 10 20
Umum 5
Biro Umum
Sub Bagian Tata
33 | Pengemudi Usaha Desisnas, 340 200 25 1 25 25 25 10 20
Biro Umum
Sub Bagian Tata
Arsiparis Usaha =
34 Peitoiia Dejiandra, Biro 1.280 TS0 125 2 125 150 75 25 20
Umum
Sub Bagian Tata
Analis Tata Usaha
35 Uaahia. Dejiandra, Biro 890 750 25 1 25 653 25 10 20
Umum
Sub Bagian Tata
35 | Pengelola Bcocing 690 550 25 1| 25 25 25 10 20
Keuangan Dejiandra, Biro
Umum
Sub Bagian Tata
gy | PeRSdminERm STMH 490 350 25 1| 25 25 25 10 20
Umum Dejiandra, Biro
Umum
Sub Bagian Tata
38 | Pengemudi Vanhe 340 200 25 1| 25 25 25 10 20
Dejiandra, Biro
Umum

39. Arsiparis . . .




1 2 3 5 6 2 10 11 12 13 14
Abeioiis Sub Bagian Tata
39 P Usaha Debang, 1.280 750 125 2 125 150 75 25 20
Pertama .
Biro Umum
; Sub Bagian Tata
s | AmaliaTeta Usaha Debang, 890 750 25 | 1| 25 25 25 10 20
Usaha ;
Biro Umum
Pengilata Sub Bagian Tata
41 & Usaha Debang, 690 550 25 1| 25 25 25 10 20
Keuangan :
Biro Umum
T, Sub Bagian Tata
42 naame Usaha Debang, 490 350 25 1| 25 25 25 10 20
Umum ;
Bire Umum
Sub Bagian Tata
43 | Pengemudi Usaha Debang, 340 200 25 1 25 28 25 10 20
Biro Umum
Sub Bagian Tata
Arsiparis Usaha
44 S Depolstra, Biro 1.280 750 125 2 125 150 75 25 20
Umum
Sub Bagian Tata
Analis Tata Usaha
45 Usaha Depolstra, Biro 890 750 25 1 25 25 25 10 20
Umum
Sub Bagian Tata
a5 | Pemmslila Usabe 690 550 25 1| 25 25 25 10 20
Keuangan Depolstra, Biro
Umum
Sub Bagian Tata
47 | Pengadministrasi umaha 490 350 25 | 1| 25 25 25 10 20
Umum Depolstra, Biro
Umum
Sub Bagian Tata
: Usaha .
48 | Pengemudi Depolstra, Biro 340 200 25 1 25 25 25 10 20
Umum

49. Arsiparis . . .




1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14
o Sub Bagian Tata
49 P Usaha Staf Ahli, 1.280 750 125 2 125 150 75 25 20 1
Pertama .
Biro Umum
: Sub Bagian Tata
gp | AmsTaty Usaha Staf Ahli, 890 750 25 1| 25 25 25 10 20 1
Usaha :
Biro Umum
Pemuslili Sub Bagian Tata
51 g Usaha Staf Ahli, 690 550 25 1 25 25 25 10 20 1
Keuangan :
Biro Umum
Pengadministrasi Sub Bagan Tate
52 g Usaha Staf Ahli, 490 350 25 1 25 25 25 10 20 1
Umum "
Biro Umum
Sub Bagian
Analis SDM Mutas‘li::gawm
53 | Aparatur Adniutatnasi 1.280 750 125 2 125 150 75 25 20 1
Pertama .
Kepegawaian,
Biro Umum
Sub Bagian
Analis Sumber M“tas(;::ga‘”al
54 | Daya Manusia Adaiotstrasi 890 750 25 1 25 25 25 10 20 1
Aparatur K. ;
epegawaian,
Biro Umum
Sub Bagian
Mutasi Pegawai
Pranata SDM dan
55 Aparatur Mahir Aibetetati 1005 550 125 2 125 75 75 a5 20 1
Kepegawaian,
Biro Umum
Sub Bagian
Pranata SDM Mutas(;:rfgawax
56 | Aparatur o . 840 550 125 1 25 25 75 10 20 1
. Administrasi
Terampil K :
epegawaian,
Biro Umum

57. Pengelola . . .




12

13

14

3

57

Pengelola
Kepegawaian

Mutasi Pegawai

Sub Bagian

dan
Administrasi
Kepegawaian,
Biro Umum

690

550

25

25

25

1 10

58

Arsiparis
Pelaksana

Sub Bagian
Mutasi Pegawai
dan
Administrasi
Kepegawaian,
Biro Umum

740

550

1 10

Pengadministrasi
Kepegawaian

Sub Bagian
Mutasi Pegawai
dan
Administrasi
Kepegawaian,
Biro Umum

490

350

25

150

60 | Aparatur

Analis SDM

Pertama

Sub Bagian
Disiplin dan
Pengembangan
Pegawai, Biro
Umum

1.280

5 750

2 125

2 | 125

150

3| 150 | 2| 25

61 | Dokter Pertama

Sub Bagian
Disiplin dan
Pengembangan
Pegawai, Biro
Umum

1.570

6 950

2 125

2 | 125

25

25

20

Analis
62 | Pengembangan
SDM Aparatur

Sub Bagian
Disiplin dan
Pengembangan
Pegawai, Biro

890

5 750

Umum

25

63. Pranata . . .



1 2 3 5 6 8 10 11 12 13 14
Sub Bagian
Disiplin dan
g | ToematatM Pengembangan 1005 550 125 | 2 | 125 75 75 25 20 5 1
Aparatur Mahir s
Pegawai, Biro
Umum
s Sub Bagian
Penegakan A
Integritas dan Diiphn: dan
64 S Pengembangan 890 750 25 i} 25 25 25 10 20 5 i
Disiplin Sumber ag
. Pegawai, Biro
Daya Manusia
Umum
Aparatur
Sub Bagian
P lola Disiplin dan
65 | . nEC0 Pengembangan 690 550 25 1| 25 25 25 10 20 5 1
Keperawatan s
Pegawai, Biro
Umum
Sub Bagian
Pranata SDM Disiplin dan
66 | Aparatur Pengembangan 840 550 125 1 25 25 Th 10 20 5 1
Terampil Pegawai, Biro
Umum
Sub Bagian
P Disiplin dan
67 ) Pengembangan 740 550 25 1 25 25 15 10 20 <! 1
Pelaksana s
Pegawai, Biro
Umum
Analis SDM Sub Bagian
68 | Aparatur Hukum, 1.280 750 125 2 125 150 75 25 20 5 1
Pertama Biro Umum
; Sub Bagian
go | Analis Produk Hukum, 890 750 25 | 1| 25 25 25 10 20 s | 1
Hukum .
Biro Umum
Penelaah
Jaringan Sub Bagian
70 | Dokumentasi Hukum, 890 750 25 1 25 25 25 10 20 5 1
dan Informasi Biro Umum
Hukum

71. Analis . ..




1 2 3 5 6 8 10 11 12 13 14
Sub Bagian
71 | Analis Hukum Hukum, 890 750 25 1 25 25 25 10 20
Biro Umum
Pengelola Sub Bagian
72 | Informasi Hukum, 690 550 25 1 25 25 25 10 20
Produk Hukum Biro Umum
reneelels | S agn
73 g Pengadaan, Biro 1.270 750 125 2 125 75 75 60 50
Barang/Jasa
Umum
Pertama
] sub Bagian
74 J Pengadaan, Biro 890 750 25 1 25 25 25 10 20
Pengadaan
Umum
Barang dan Jasa
Penyusun
Rencana Sub Bagian
75 | Pengadaan Pengadaan, Biro 890 750 28 1 25 25 25 10 20
Sarana dan Umum
Prasarana
Pengelola Unit Sub Bagian
76 | Layanan Pengadaan, Biro 690 550 25 1 25 25 25 10 20
Pengadaan Umum
Sub Bagian
77 | PranataBarang | o0 4090, Bire 690 550 25 1| 25 25 25 10 20
dan Jasa
Umum
. ’ Sub Bagian
7g | Pengadministrast | oo 0o 4aan, Biro 490 350 25 1| 25 25 25 10 20
Keuangan
Umum
P—— Sub Bagian TU
79 P Sesjen, Biro 1.280 750 25 2 125 150 7ds) 25 20
Pertama
Umum
: Sub Bagian TU
go | Analis Tata Sesjen, Biro 890 750 25 11 25 25 25 10 20
Usaha
Umum
Sub Bagian TU
81 | Sekretaris Sesjen, Biro 690 550 25 1 25 25 25 10 20
Umum

82. Arsiparis . . .




165

1 2 3 5 10 11 12 13 14
Afiivasia Sub Bagian TU
82 P Sesjen, Biro 740 550 25 1 25 25 it 10 20 1
Pelaksana
Umum
Pengelola Sub Bagian TU
83 & Sesjen, Biro 690 550 25 1 29 25 25 10 20 1
Keuangan
Umum
Pengadministrasi anh Sagen, TU
84 g Sesjen, Biro 490 350 25 1 25 25 25 10 20 1
Umum
Umum
Sub Bagian TU
85 | Pengemudi Sesjen, Biro 340 200 25 1 25 25 25 10 20 1
Umum
e, | SwEsgn
86 & Rumah Tangga, 1.270 750 125 2 125 T 75 60 50 1
Barang/Jasa :
Biro Umum
Pertama
Penyusun
e | _Sub Bagn
87 Rumah Tangga, 890 750 25 1 25 25 25 10 20 1
Rumah Tangga P
Biro Umum
dan
Perlengkapan
Pengelola Sub Bagian
88 | Penataan Sarana | Rumah Tangga, 690 550 28 1 25 25 25 10 20 1
dan Prasarana Biro Umum
Pengadministrasi Sub Bagian
89 | Sarana dan Rumah Tangga, 490 350 25 1 25 25 25 10 20 1
Prasarana Biro Umum
Teknisi Sarana st Bagian
90 Rumah Tangga, 490 350 25 1 25 25 25 10 20 i
dan Prasarana :
Biro Umum
Sub Bagian
91 | Pengemudi Rumah Tangga, 340 200 25 1 25 25 25 10 20 1

Biro Umum

92. Pengelola . .
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1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12 13 14
e Sub Bagian
92 & BMN, Biro 8 1.270 5 750 2 125 2 125 2 75 2 75 3 60 2 50 1 5 1 5
Barang/Jasa
Umum
Pertama
; Sub Bagian
g3 | Analis Barang BMN, Biro 7 890 5 750 1 25 1| 25 1 25 1] 25 |1 0 | 1] 20 1 5 1 5
Milik Negara
Umum
Teknisi Sub Bagian
94 2 BMN, Biro 6 690 4 550 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5
Elektronik
Umum
Pengelola sub Bagian
95 ne BMN, Biro 6 690 -+ 550 1 256 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5
Gudang
Umum
Pengadministrasi Sub Bagian
96 Sarana dan BMN, Biro 5 490 3 350 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 il 5
Prasarana Umum
Sub Bagian
Perencana Eencana
97 ¢ Program dan 8 1.280 5 750 2 125 2 125 3 150 2 75 2 25 1 20 1 5 1 5
Pertama z . :
Kinerja, Biro
POK
Sub Bagian
Analis Rencana Rencana
98 | Program dan Program dan 7 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5
Kegiatan Kinerja, Biro
POK
Sub Bagian
Rencana
99 | Analis Kinerja Program dan 7 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5
Kinerja, Biro
POK
Sub Bagian
Asigli Rencana
100 Program dan 7 890 b 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1 5
Perencanaan ; ; .
Kinerja, Biro
POK

101. Analis . . .




e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i1 12 13 14
Sub Bagian
Analis Laporan Rencana
101 | Akuntabilitas Program dan 7 890 5 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1
Kinerja Kinerja, Biro
POK
Sub Bagian
Pengadministrasi Rencana
102 | Perencanaan Program dan 5 490 3 350 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 S 1
dan Program Kinerja, Biro
POK
Sub Bagian
Analis Anggaran Rencana
103 P Anggaran, Biro 8 1.205 S 750 2 125 2 125 2 75 2 75 2 25 1 20 1 5 1
POK
st oy
104 | Perencanaan : 7 890 5] 750 1 25 1 25 1 25 1 25 1 10 1 20 1 5 1
Anggaren Anggaran, Biro
POK
Penyusun Sub Bagian
1) Brukcmmm Benpaon. 7 890 5 750 1 25 1| 25 1 25 1| 25 | 1| 10 | 1| 20 1 5 1
Kegiatan dan Anggaran, Biro
Anggaran POK
Sub Bagian
106 | Analis el 7 890 5 750 1 25 1| 25 1 25 1| 25 [ 1| 10 [1]| 20 1 5 1
Penganggaran Anggaran, Biro
POK
Sub Bagian
figey | PoEREaE PN g ol 6 690 4 550 1 25 1| 25 1 25 1] 25 | 1| 10 | 1] 20 1 5 1
Perencanaan Anggaran, Biro
POK
Sub Bagian
1og | Pevencena FuIoRG! dan 8 1280 | 5 750 2 125 | 2| 125 | 3 150 2| 75 | 2| 25 | 1| 20 1 5 1
Pertama Pelaporan, Biro
POK

109. Pengevaluasi . . .
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1 2 3 5 6 10 11 12 13 14
Pengevaluasi ESV l;tl)uz:igl;:n
109 | Program dan ; 890 750 25 1 25 25 25 10 20
{ineria Pelaporan, Biro
POK
Analis Laporan ESV l;‘;’uﬁ:&;;n
110 | Akuntabilitas . 890 750 25 1 25 25 25 10 20
Kineda Pelaporan, Biro
POK
Analis Sub Bagian
7 | =i, Eyahunal dan 890 750 25 1 | o8 25 25 10 20
Evaluasi dan Pelaporan, Biro
Pelaporan POK
Sub Bagian
Analis Tata Evaluasi dan
112 tinibia el BES 890 750 25 1 25 25 25 10 20
POK
’ s Sub Bagian Tata
113 | Analis Kebijakan | =y ) cona, Biro 1.280 750 125 | 2 | 125 150 75 25 20
Pertama
POK
Roadin Sub Bagian Tata
114 o Laksana, Biro 890 750 25 1 25 25 25 10 20
Organisasi
POK
Analis Sub Bagian Tata
115 | Manajemen Laksana, Biro 890 750 25 1 25 25 25 10 20
Perkantoran POK
o andar, | Sub Bagian Tata
116 y ' Laksana, Biro 890 750 25 1 25 25 25 10 20
Prosedur dan POK
Kriteria
,?;?:%‘;Lﬁ:;i Sub Bagian Tata
117 Laksana, Biro 690 550 25 1 25 25 25 10 20
dan Tata POK
Laksana
Sub Bagian
Analis Kebijakan Organisasi dan
118 —— Fasilitasi RB, 1.280 750 125 2 125 150 75 25 20
Biro POK

119. Analis . . .
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1 2 3 5 6 10 11 12 13 14
Sub Bagian
o =LY Organisasi dan
119 | Analis Kinerja Fasilitasi RB, 890 750 25 1 25 25 25 10 20
Bire POK
Sub Bagian
Analis Organisasi dan
120 Kelerbagaan Fasilitasi RB, 890 750 25 1 25 25 25 10 20
Biro POK
Sub Bagian
Pengolah Data Organisasi dan
121 Kelembagaan Fasilitasi RB, 690 550 25 1 25 25 25 10 20
Biro POK
Sub Bagian
Pengadministrasi | Organisasi dan
122 Verseskitikii Fasilitasi RB, 490 350 25 1 25 25 25 10 20
Biro POK
Analis Sub Bagian
Pengelolaan Akuntansi dan
123 Keuangan APBN Pelaporan, Biro 1.270 750 125 2 125 75 75 60 50
Pertama POK
Pemeriksa Sub Bagian
194 | SEpetan dan A 890 750 25 1| 25 25 25 10 20
Transaksi Pelaporan, Biro
Keuangan POK
Sub Bagian
Analis Sistem Akuntansi dan
125 A — Pelaporan, Biro 890 750 25 1 26 25 25 10 20
POK
Sub Bagian
jgg | Penmtnloporen | Akauteanst den 890 750 25 | 1] 25 25 25 10 20
Keuangan Pelaporan, Biro
POK
Sub Bagian
Pengelola Akuntansi dan
127 PSS Pelaporan, Biro 690 550 25 1 25 25 25 10 20

POK

128. Analis . .

.
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1 2 3 5 6 T 10 11 12 13 14
g::l 1«=:Slc>laan Seb Ragian
128 & Verifikasi, Biro 1.270 750 125 2 | 125 75 75 60 50 5
Keuangan APBN
POK
Pertama
. . Sub Bagian
1oy | Analis Transsksi | o cav i Birg 890 750 25 1| 25 25 25 10 20 5
Keuangan
POK
ﬁ:}i?;:;stem Sub Bagian
130 Verifikasi, Biro 890 750 25 1| 25 25 25 10 20 5
Pelaksanaan
POK
Anggaran
p lol Sub Bagian
13 || SEEMRE Verifikasi, Biro 690 550 25 1| 25 25 25 10 20 5
Keuangan
POK
. Sub Bagian
1gg | Yestticator Verifikasi, Biro 690 550 25 1| 25 25 25 10 20 5
Keuangan
POK
Pengelola )
Sub Bagian
Jug | Daavase Surat Verifikasi, Biro 690 550 25 1| 25 25 25 10 20 5
Perintah
POK
Membayar
gnaheslolaan L e
134 | 08 Perbendaharaan, 1.270 750 125 2 | 125 75 75 60 50 5
Keuangan APBN :
Biro POK
Pertama
Anali Sub Bagian
135 o Perbendaharaan, 890 750 25 1| 25 25 25 10 20 5
Perbendaharaan .
Biro POK
Analis Sistem Sub Bagian
136 | Informasi Perbendaharaan, 890 750 25 1 25 25 25 10 20 o
Perbendaharaan Biro POK
Penat Sub Bagian
137 Ke“ a - Perbendaharaan, 890 750 25 1| 25 25 25 10 20 5
g Biro POK
Sub Bagian
138 | Bendahara Perbendaharaan, 890 550 125 1| 25 75 75 10 20 5
Biro POK

139. Pengadministrasi . . .




16

1 2 3 5 6 10 11 12 13 14
Pengadministrasi Sab Dagian
139 Kenangan Perbendaharaan, 490 350 25 1 25 25 25 10 20 5 1
Biro POK
| SubBagen
140 Pelayanan 1.280 750 125 2 125 150 75 25 20 S 4
Masyarakat : :
Sidang, Biro PSP
Pertama
Penyusun s i
141 Risalah Pelayanan 890 750 25 1 25 25 25 10 20 S 1
Sidang, Biro PSP
; : Sub Bagian
142 gﬁ;z;Ma“”‘ Pelayanan 890 750 25 1| 25 25 25 10 20 5 1
Sidang, Biro PSP
Penyusun Sub Bagian
143 | Naskah Rapat Pelayanan 890 750 25 1 25 25 25 10 20 5 1
Pimpinan Sidang, Biro PSP
Pengelola Sib Damean
145 Persidangan Pelayanan 690 550 25 1 25 25 25 10 20 3 1
Sidang, Biro PSP
Sub Bagian
146 | Notulis Rapat Pelayanan 690 550 28 1 25 25 25 10 20 5 1
Sidang, Biro PSP
Pengadministrasi Rty Baygite
147 Rapat Pelayanan 490 350 25 1 25 25 25 10 20 3 1
Sidang, Biro PSP
Pranata Sub Bagian
Hubungan Hubungan Antar
148 Masyarakat Lembaga, Biro 1.280 750 125 2 125 150 75 25 20 5 1
Pertama PSP
Analis g A
149 | Hubungan Antar : 890 750 25 1 25 25 25 10 20 5 1
Lembaga Lembaga, Biro
PSP
Sub Bagian
Analis Kerja Hubungan Antar
150 SEE Lembaga, Biro 890 750 25 1 25 25 25 10 20 5 1
PSP

151. Analis . . .
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1 2 3 5 6 10 11 12 13 14
Analis Sub Bagian
Rancangan Hubungan Antar
151 PrE— Lembaga, Biro 890 750 25 1 25 25 26 10 20 1
Perjanjian PSP
revgoa | e e
152 | Informasi 3 690 550 28 1 25 25 25 10 20 1
Kerjasama Lembaga, Biro
PSP
P chia Sub Bagian
Hubungan Hubgngan
153 Media dan 1.280 750 125 2 125 150 75 25 20 1
Masyarakat i
Pertama Pu‘bh.kam,
Biro PSP
Sub Bagian
Hubungan
154 | Analis Publikasi Media dan 890 750 25 1 25 25 25 10 20 1
Publikasi,
Biro PSP
Sub Bagian
: Hubungan
155 g“:ﬂs T Mt dait 890 750 25 1| 25 25 25 10 20 1
o Publikasi,
Biro PSP
Sub Bagian
Penyusun Bahan Hubungan
156 | Informasi dan Media dan 890 750 25 1 25 25 25 10 20 1
Publikasi Publikasi,
Biro PSP
Sub Bagian
Pengelola Media Hubungan
157 | Center dan Media dan 690 550 25 1 25 25 25 10 20 1
Kemitraan Media Publikasi,
Biro PSP

158. Sekretaris . . .
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3

10

11

12

13

14

158

Sekretaris

Sub Bagian
Hubungan
Media dan
Publikasi,

Biro PSP

690

550

25

25

25

25

10

20

159

Pengadministrasi

Analisis dan

Kemitraan Media

Sub Bagian
Hubungan
Media dan
Publikasi,
Biro PSP

490

350

25

25

25

25

10

20

160

Pustakawan
Pertama

Sub Bagian
Produksi,
Dokumentasi
dan
Perpustakaan,
Biro PSP

1.280

750

125

125

150

75

25

20

161

Penata Liputan

Sub Bagian
Produksi,
Dokumentasi
dan
Perpustakaan,
Biro PSP

690

550

25

25

25

25

10

20

162

Pustakawan
Pelaksana
Lanjutan

Sub Bagian
Produksi,
Dokumentasi
dan
Perpustakaan,
Biro PSP

1.005

550

125

125

75

75

25

20

163

Penyusun
Dokumentasi
Kesenian dan
Perfilman

Sub Bagian
Produksi,
Dokumentasi
dan
Perpustakaan,
Biro PSP

890

750

25

25

25

25

10

20

164. Pustakawan . . .
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1 2 3 5 6 7 10 11 12 13 14
Sub Bagian
Produksi,
g | Pmtalcawen Bosunentas 740 4 550 1 a5 .| 1| 28 25 75 10 20 1
Pelaksana dan
Perpustakaan,
Biro PSP
Sub Bagian
Produksi,
155 | PoReen i 690 4 550 1 25 | 1| 25 25 25 10 20 | 1
Perpustakaan dan
Perpustakaan,
Biro PSP
Sub Bagian
Produksi,
156 | Poneadmibistcas | Doleamiesion 490 3 350 1 25 | 1| 25 25 25 10 20 1
Risalah dan
Perpustakaan,
Biro PSP
Sub Bagian
Produksi,
jay | Eugas Holaoneatas 490 3 350 1 25 |1 25 25 25 10 20 1
Penggandaan dan
Perpustakaan,
Biro PSP
Pranata P by
168 | Komputer & g 1.280 5 750 2 125 2 125 150 75 25 20 1
Bartarita Informasi, Biro
PSP
Sub Bagian Data
1o | Amse Sianem i Bpaduntin 890 5 750 1 25 1| 25 25 25 10 20 1
Informasi Informasi, Biro
PSP
Pranata Sub Bagian Data
Komputer dan Keamanan
170 Pelideaina Hformiani, Biro 1.005 4 550 2 125 2 125 i) 75 25 20 1
Lanjutan PSP

171. Pengelola . .
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1 2 3 5 10 11 12 13 14
Pengelola S:;B}? glanarl'.::;a
171 | Keamanan o 690 550 25 1| 25 25 25 10 20
Sistem Informasi Informasi, Biro
PSP
s | S
172 | Komputer g 740 550 25 1| 25 75 25 10 20
Peliltucsia Informasi, Biro
PSP
Sub Bagian Data
173 | Pengolah Data Ai Semiamn 690 550 25 1| 25 25 25 10 20
Informasi, Biro
PSP
Pranata S.}l:m?sg an
174 | Komputer OB 1.280 750 125 2 | 125 150 75 25 20
Hlekbarna Informasi, Biro
PSP
Sub Bagian
i | TS ol Foledolag 890 750 25 1| 2s 25 25 10 20
Informasi Informasi, Biro
PSP
Pranata Sub Bagian
176 | Septe Teknologi 1.005 550 125 | 2| 125 75 75 25 20
Pelaksana Informasi, Biro
Lanjutan PSP
Pengelola Sub Bagian
Instalasi Teknologi
178 | peknologi s, T 690 550 25 1| 25 25 25 10 20
Informasi PSP
Pranata S?:kz?:il an
179 | Komputer e 740 550 25 1| 25 75 25 10 20
Pataliaina Informasi, Biro
= PSP
Bagian
180 | Auditor Pertama Peigaeasan 1.280 750 125 | 2 | 125 150 75 25 20
Internal, Biro
PSP

181. Analis . . .
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1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14
Analis Laporan P fii?san
181 | Hasil i : 890 750 25 1 25 25 25 10 20 5 1
Internal, Biro
Pengawasan PSP

NASIONAL,
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Analis Laporan Bagan
181 | Hasil Ipengawa“_‘“ 890 750 25 1| 25 25 1 25 1 10 20
e —— nternal, Biro
gawas PSP
SEKRETARIS JENDERAL
Parel , DEWAN KETAHANAN NASIONAL,
1. Karonnm 7 coedlocccsninns
2. Karo POK: / ........
HARJO SUSMORO
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SEKRETARIS JENDERAL
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PETA JABATAN BIRO UMUM (ROUM)
BAGIAN TATA USAHA DAN PROTOKOL

KEPLLA BIRO UMUM
KELAS - 15

81 K1

KEPALAZ BAGIAN
TU DAK PROTOKOL

UNIT TU PEREANTUAN

KEPALA SUB BAGIAN
TU SESJEN
Bl K1

S, |

1. ARSIPARIS PERTAMA (KELASS) B 0
2 ANALIS TATAUSAKS [KELAST)SE 1
8

AR S

5. SEMRETARIS (KELAS G BIOK: 1
4 ARSPARIS PELAKSANA (KELAS 8} B: 0
5. PENGELOLA KEUANGAN (KELAS€) 8 0
§. PENGEMUD! (KELAS: 3] B 0K 1
7. PENGADMINI STRA 31 UMUM (KELA S 5} B:
i S

KEPALS SUB BAGIAN |

TUDEPOLSTRA |

& | B Ko

| KELLS

1. ARSIPARIS PERTAMA (KELASE) B O K 4

2. ANALIS TATS USAHA (KELAST) B:1 K:2
3. PENGELOLA KEUANGAN (KELASE) B 1K: 1
4 PENGEMUDI (KELAS 4) B:0K 7

5. PENGADMINISTRA 81 UMUM (KELZS §) B: ¢ K:3

KEPALL SUB BAGIAN L

TU DENANDRS
81 K1

KEPALA SUB BAGIAN
TUDESISNAS
KEL&S: 1C
1. ARSIPARIS PERTAMS (KELLSE B-O K 4
2. ANALIS TATA USaHA (KELAST) TK:2
3. PENGELOLA KEUANGAN [KELASS) 8 1 KI1
4. PENGEMUD! (KELAS 4) B:OK 1
S PENGADMINISTRA 8! UMUM (KELASS) B:C X33

KEPALA SUB BAGIAN
TU DEBANG

KELAS 1D
1. ARSIPARIS PERTAMA (KELASE} B 0O K @2
2 ANALISTATA USAHA (KELAST) BI1 K 2
3. PENGELOLA KEUANGAN (KELASE) BI1K 1
4 PENGEMUDI [KELAS: 4) B OK: 1
S. PENGADMINISTRA 5 UMUM (KELAS S) B 0 K3

Bl K1

B:1 K1

KEPALA SUB BAGIAN
L]

TU SAHL 81 K1

KELAS 10
1 ARSIPARIS PERTAMS B0 K 4
2 ANALESTATAUSAHA (KELAST) B 1 K 2
2. PENGELOLA KEUANGAN (KELASS) B: 1K 1
4 PENGEMUDI (KEL:S5 4) BIOK:1
S PENGADMINISTRA $i UMUM (KELAS S1B 0 K3

KELss T

1 ARSIPARIS PERTAMAB 0 K &

2 ANALIS TATAUSAHA (KELAST; B 1 K 5

3 PENGELOLA KEUANGAN (KELASE) Bl 1K 9

4 PENGADMINISTRA SI UMUM (KELASS) B CK: 2

sy |

| KEPALA SUB BAGIAN
. PERSURATAN

EL&

Bl K

ARSIPARIS PERTAME
(KELLSB) B0 K 4

CANALIS TATA USAHA
IKELAST) B O K:1
. PENGADMINISTRASI
PERSURATAN
(KELAS: 5} B:1 K 2

4 PENGELOLA DMINISTRAS
PEMERINTARAN
IKELASE B0 X 2

S PENGELOLA TATA NASKAH
(KELASCIB 0 K:2

€ ARSIPARIS PELAK SANA

IKELASEIB: 0 K:2

SEKRETARIS

IKELASE) B C K1

€ PETUGA S PENGGANDAAN
(KELAS S B € K: 1

wh

2]

(2]

4

KEPALA SUB BAGIAN
KEARSIPAN

1. ARSIPARIS PERTAMA
(KELASSE) B:O K 4

o

PENYULUM XKEARSIPAN
(KELAS: 7) B:1K:2

_ ARSIPARIS PELAK $ANL
{KELAS: §) B:0K 2

4 PRANATA REPRODUK 81 AR SIP
[KELASE) B0 K 2

PRANATA RESTORS §1 ARSI®
IKELASEIB 0 K:2

6 PRANATA KEARSIPAN
|KELASE)B 0 K:2

7. PENGLDMINISTRASI
PERSURATAN
IKELASEIB 0 K:2

“

SEPLLA BUE BADLAN
PREOTOF DL & PENGEMANAN

KELAS - ¢

B1 K1

1. ARSIPLRIS PERTAMA
(KELASE8) B O K: 4

2. AMALIS PERSANDIAN
{KELAS T) B:2K:2

3. PETUGA § PROTOKOL
(KELAS: §) B:-1 K1

4. PRANATA ACARA
(KELZS: €) B:0 K:2
5. CPERATOR $4NDI DaN

TELEKOMUNIKA S (KELAS §)
BC K2

& KOMANDAN PETUGA S
KEAMANAN
(KELASG)B:0 K1

7. PENGADMINISTRA §1 UMUM
(KELAS S)B:0 K 2

8. PETUGA $ KEABANAN
(KELAS4) B:O K:10

PETA . .
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PETA JABATAN BIRO UMUM (ROUM)

BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

KEPALA BIRO UMUM

KELAS: 15
81 Kt

KEPALA BAGWN
KEPEGAWALAN DAN HUKUM

AELAE 1T
81 KA

KEPALZ SUB BAGIAN UTA St
PEG DAN ADM KEPEGAWALANR

«ELAS. 1C
B4 K

1. &HALIS SDM APARATUR PERTAMZ
(RELASZ) B0 K4

Z. AKaL1S SUMBER DAYA RSHUSLS
APARATUR (KELAS:7} B:2 K:2

3. FRANATA SDM APLSRATUR PALHIR
(KELAST) B:GK: 2

4. FRANATA SDM AP&RATUR TERAMPIL
(KELZS:6) B:0 K:2

5. FENGELOLA KEFEGAWAIAN
{KELAS6) B:CK: 2

6. ARSIPARIS FELAKSANS (KELSS: )
B0 K:1

7. FENGADMINSTRA $t KEPEGI\WVALAN
(KELAS:5) B:0 K:2

KEPALS SUB BAGLAN DISIFLIN DAN
PENGEMBANGAN PESAWAL

KELAS. 1T

B Kt

1. AHALIS 3DM ARPARATUR PERTARS
(KELAS 8] B0 K:4

2. DOKTER PERTAMA
{KELZ3 6] B:0 K:2

3. ANALIS PENGEABANGSM SUMEER
DAYA MANUSIA APARATUR
(KELAS:7) B:O K:f

2. PRANATA SOM APARATUR MAHIR
(KELAS:7) B:d K2

5. ANALIS PENEGAKAN INTEGRITAS &
DISIPLIN 23 APARATUR
(KELZS:7) B:0 X:2

£. PENGELOLA KEPERAWATAH
(KELZS:6] B:d K:2

7. PRANATS $DM 4PARSTUR TERANMPIL
(KEL2X: 6] B:D K:2

8 ARSIPARIS PELAKSANA
(KELZ8 S| B:2 K1

KEPALS SUB BAGIAN
HUKUM
KELLS D

Bt K2

1. ANALIS SDM APARATUR PERTAMA
{KELAS 8] B0 K:d

2. ANALIS FRODUK HUKUM
(KELZS:7) B:1K:2

3, FENELLSH JARINGAH DOUNENTAS DA INFORAA S HUKLM
IKELAS:7) & 1K:1

4 ANALIS HUKUM (KELAS:7} B:1K:2

5. FERGELOLA INFORMA $| FRCOUK HUKUN
|KELAS: 6) BOK:2

PETA . ..
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PETA JABATAN BIRO UMUM (ROUM)

BAGIAN PERLENGKAPAN

KEPILL BIRO UKUM

KELAS .15
B:1 KA

KEFALA BAGIAH PERLENGKARAN

KELAS: 12
B:1 K1
\ P KEPLLA SUS BAGIAN KEPALA SUB BAGIAR
KEPALA SUB BAGLAN PENGADAAN RUMAH TANGGA BARANG BALIK MEGARA
KELA & it KELA S, §C KELXE 1)
B:1 Kt 2% i B:1 KA

1. PENGELCLA PENGAD~AN BARARGIJA 84
PERTAMA (KELASS) B:OK:4

2. PENELAAH KEBIIAKAN FENGADAAN
BARSNGSJASA (KELAST T) Bi1K:2

3. PENYUSUN RENCANA PENGADAAN
SARANA DAN PRASARANA
(KELAS:T] Bi1i:2

4. PENGELOLA UMIT LAYANAN PENCADAAH
(KELAS: 6] B 1K:2

5. PRANATA BARANG CAN J254
(KELAS:6) B:0K 2

§. PENGADMINISTRA 5| KEVANGSN
{KELAS:S) B:0K:2

1. FENGELOLA PENGADAAN BARANGIIASA
PERTARLS [KELASB) B:OK: 4

2. FENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMSAH TANGG
DAN PERLENGKAPAN (KELASIT] B:0K:2

3. FENGELOLA PENATAAN SARANA & PRASSRANA
(KELAS:8) B:OK:3

4, FENGADMINISTRAS! BARANA DAN FRASARANS
(KELAS:5) Bi1K:S

5, TEKKIS! SARANA DA FRASARANA
(KELAS:5) B:1K: 4

€. FENGEMUD [KELAS: &)
B oK 2

1. PENGELOLA PENGADALN BARANGIJA 5&
PERTALLL {KELAS3) BIOK:4

2. AHALIS BARANG MILIK NEGARA
|KELLS:7) B2 K3

3. TEKHIS| ELEKTRONIK {KELAS &)
B:OK: 2

4. PENGELOLS GUDANG
[KELAS:6] B:OK:2

5. PENGADMINISTRAS] S4RAMA & PRASARANA
[KELAS:S) B:OX: 2

PETA ...
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PETA JABATAN

BIRO PERENCANAAN, ORGANISASI, DAN KEUANGAN (ROPOK)

HEPALA BIRO PERENCANAAN,
ORGAHNISA S| AR KEUANGAN
KELAS: 15
B:1 K:1
T B PR - ainal
KEPALA BAGLAN FEREKCANALN KEPILA BAGIAN ORGAMELS KEPLLL BAGIAN KEUSHGAN
WELAS 13 KELLS. 13 KELLs: 17
Bl Kt 8:1 K1 8:1 K1
KEPLLA SUB BAGLAN KEPALA 5UB BaGlak - . . .
REHCAHS RENCAMA KEPALS SUB Brcun hdreol vl insi KEPALS 3UB B2GIaN KEPALA $US BAGIEH KEPALA SUB BAGIAN KEPALS SUB BAGIAH
PROGRAN DSN KiNERJA ANGGARAH leé%'&; " mﬁﬁf@;’fﬂr@ Re TATA LAKSAHA PERBENDAHARIAN VERIFILASI AXUTANSI & FELAPORAN
R T HELES 13 KELZS 10 WELAS: 1T RELS. 18 RELLE 1E RELL3. 10 15595
B:1 K1 821 Kt B:1 Kt Bt K1 8:0 K:1 B:1 K:1 BIIK Bt Kt
1.PERENCAMA PERTAIA 1. ANALIS AKGGARSH 1. PERENCARS PERTAIA LANALIS KEBUAKAN  T.ANALISKEBLAKAN T N A e ags T ANALIS PENGELOLAAN
IKELASS) B:OK:4 PERTAR {KELASE) B:0 K: 4 PERTAMA (KELAS 8) PERTAIA |KELAS B} PERTANIA DRELAE 8 IKECAS 18 CEr s KEyznG:

2. 24ALIS RENCANA L 2 PENGEVALUASIFROGRAM S0 K4 B:0X:4 BiOK: 4 ANELLS TREHEA icin  (KELASE|B:OK:4
PROGRAM DAN KEGWATAN 2. ANALES PERENCANA DAN KINERJ: 2. ANALYE KINERJA 2. ANALIS ORGARISAS 2 ANALIS 2 ANELIS TRANSAKS: KELANGAH .
{KELAS:7] B 1K: 2 ARGGARAH (KELAS:T] B:0K:2 (HELAS:T) B:1 K2 [KELAST) BiiK 2 R ERBENDAHARALN (¢ S B2k 2 ;i’:jﬁ?‘g“_“:& LI?S!OMN

3. ANALIS KINERJA (KELAS: 3) B0 K:2 3. AMALIS LAPOREN 3 ANALIE KELEMBAGAAN 3. AHALIS MAHAJEREN (KELAS:T) B 1K: 2 =y A ﬁ':gg;’::’u KEUANGAM (KELA S: T)
(KEL2$:T) B:1K:1 3. PENYUSUK RENCAIA EKURTAGILITAS KINERJA (KELZ$: T} Bl K:2 PERKANTORSN K3, ANG Bi1k 3

" $ A K 2 3. ARALIS SISTEM (KEL:S:7) BioK:2 MK

4. AUAUS PERENCARSAN KEGIATAN DN (KELAR:7}  Br2K:2 4. PENGOLAH D5TA [KELAS7) B:1K: WFCRAAS] N : 3. ANALIS $ISTEN
{KELAS:T] B: 0K: 2 Lot B OK:2 4. ANALIS PERENCANAAN, KELEMBAGAAN 4 PENYU SUH NORUA, PERBENDAHARAAN b EUSNE LN (KELAS: €) ARKUTAH S{PUSAT

5. AHALIS LAPORAN S EVALUASIDAN PELAFORAN ~ (KELAS'6) Bi0:2  STANDAR PROSEDUR (RELASIT] B:1:2 BllKZ KELAS:?) BIOW:2
AKUNTABILITAS KINSRJA  +-ANALISPERGANGGARAN  (MELAKT) BiOK:2 5. PENGACHNISTRASI  DAN KRTERL 4 FEMATA KEUANGAN &, PENATA LAPORAN

ABILITAS KINE (KELAS:?) BiCK:2 FEMERINTAHAN KELAZ:T) B:1K:2 s » KEUANGA 5. VERFIKATOR MEUANGAN -
(KELAS:T] BiOK:2 e 5. ANALIS TATA USAHA A 2 5 PENGELOLA DATA TAT: (KELAS:T) Bi1K:2 (KELES §) E:0K:2 KEUAKGAH {KELAS: T}
4 g A Ba KELAS:7) BiDK:Y MELAS: -4 R - i = B:0 K2
et PERENCANALN ‘ ! ORGANISASIDSNTATA  S-SENDAMARR = ¢ penceLOLA DATABASE SPi

PROGRAM KERJA KELAS:8) BiCH:2 LAK SAKA ( 18 BIIK (KEL2S:E) B:OK:2 5. PENGELOLR AKUNTANS!
CELia €l BOK:2 [KELAZ:S] B:CK:2 5. PENGACANI STRASE IKELAS: &) B0 K:2

¢ B BAOK HEUANGAN (KELAS: §)

B:OK:2

PETA . ..
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PETA JABATAN
BIRO PERSIDANGAN, SISFO DAN PENGAWASAN INTERNAL (ROPSP)

KEPALA BIRO PERSIDANGAN, SISFO
DAN PENGAWA SAN INTERNAL

KELAS: 15

81 K1

|

KEPALA BAGIAN
PERSIDANGAN DAN HUMA S

KELAZ 13

Bt K1

l

l

KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN
SISTER! INFORMAS! PENGAWASAN INTERNAL
KELAS 13 KELAS: 13
[ B1 K1 B:f K%

KEPALA SUE BAGIAN | | KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUE BAGIAN ceonnsearcan 1 1
S B HUBUNGAN HUBUNGAN PRODUKSI, _KEPALA SUB BAGIAN et | | x;‘fg,:‘,;g:#ﬁ,‘i‘ﬁ;:, ‘
PELAYANAN SIDANG ANTAR LEMBAGA MEDIA DAN PUBLIKAS! | DOK & PERPUSTAKAAN | TEKNOLOGI INFORMASI S ORMA S : i
KETAS 70 RELAS. 19 HELAS 10 RECAS 10 RETAE TS XELAS 10 Y
B0 K1 BCK1 81K Bt K1 B & Bl Kt By K

1. PRAKATA HUMS § PERTAMA
KELASE) B CK: 4

2 PENYUSUN RISALAH
|KELAS: 7) BOK 2

3 ANALIS MATER: SIDANG
|KELRS: T} B:0K:2

4 PENYUSUN NASKAH RAFAT
PIMPINAN
(KELLS:7) S 0K 2

$ PENGELOLS PERSIDANGAN
[KELAS:§) B 0K:2

€ NOTULIS RAPAT
(KELAS:§) B 0K:2

7. PENGADMINISTRA S RAPAT
[KELAS:S) B 0K:2

1. PRANATA HUMA S PERTAMA
{XELASE) B0 K- 4

2 ZMALIS HUBUNGAN ANTAR
LEMBAGA {XELAS T}
BiK: 1

3 =HALIS KERJASAMZ
[KELAS: T} S 0K 1

4 AMALIS RAHCAKGAN
HASHAH PERJANJAN
{KELAS: T} B OK Z

§ PENGELOLA INFORMA SI
KERJASAMS

KELAS 6} B.CK:Z

1. PRANATA HUMAS PERTAMA
{KELAS: By B 0K 4

2 AHALES PUBLIKA S

IKELAS:T) BI1K:2

S AHALISTU
(KELAS:T) B:0K.1

4 PENYU SUN BAHAN INFORIL S
Dan PUBLIKA S
(KELAS T} B:0K: 2

S PENGELOLA MEDIS CERNTER &
KEMITRALAN MEDLL
[KELAS: 6} BIOK 2

€ SEKRETARIS [KELAS 6}
BOK 1
7. PENGADMINISTRA B ANALIS &

KEMITRAAN MEDIA
|KELAS: 5] B CK:1

1 PUSTAKAWAN PERTAMA
{KELASS)B. 0K 2

2 PUSTAKAWAN PELAKSANA
LANJUTAH (KELAS T}
BIOK 2

3. PENYUSUN DOKUMENTASI
KESENIAM & PERFILMAN
(KELAS: 7] BI0K 2

4 PUSTAKAWAN PELAKEANA
{KELAS €} B:0K: 2

5§ PENATA PELPUTAN
{KELAS: G} BiOK 2

€. PENGELOLA PERPUSTAKALN
IKELAS 6} B:OK 2

7 PENGADMINISTRL S| RISALAH
{KELAS: 8} B:0K:2

& PETUGAS PENGGANDALN
{KELAS 4} Box2

1. PRANATA KOMPUTER
PERTAMA (KELAS 3}
BIOK: S

2 AMALIS SISTEM INFORMASI
(KELAS T} B:2K. 2

3. PRANATA KOMPUTER
PELAK BANS LANJUTAN
[KELAS: T} B:OK: 2

4. PRANATA KOMPUTER
PELAKCAKS (KELSS E)
B1K:2

5. PENGELCLA INSTALAS
TEKNCLOG! INFORMA $1
(KELAS: €] B 2K 2

1. PRANATE KOMPUTER
PERTAMA (KELASE)
BOK &

Z. ANALIS LISTEM INFORRL S
(KELZS: 7} BEXK:3

3. PERGELOLA KEAMINAN

SISTEM INFORMS S1{KELL S §)
B1K 3

4. PRANATS KOMPUTER
PELAKSANA LARJUTAN

(KELAS: T} B 0K 2

5. PRANATA KOMPUTER
PELAKSAMA [KELAS §|
B 1K 2

€. PENGOLAH DATA (KELAS §)

B OK S

1. AUDITOR PERTAMS
{KELAS §) B:IK:S

2. ANALIS LAPCRAN HASBIL
PENGAWALIAN (KELASIT)
BIK3

3. ANALIS 3ATUAK PENGAWAS
INTERNAL (KELSS 7)
B oK 3

4. PENGADMINI STRA 31 UMUM

(KELAS €} BIOK 2
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BIRO PERSIDANGAN, SISFO DAN PENGAWASAN INTERNAL (ROPSP)
KEPALA BIRO PERSIDANGAN, SISFO
DAN PENGAWA SAN INTERNAL
KELAS: 15
a1 K
KEPALA BAGIAN i KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN
PERSIDANGAN DAN HUMA S { SISTEM INFORMA S! PENGAWASAN INTERNAL
[ KELAS 43 | KELAS 13 | | KELAS: 13 ]
Tiln.l [ &1xi CRICE
KEPALA SUE BAGIAN | | KEPALA SUBEBAGIAN || KEPALA SUE BAGIAN 1 B
'PELAVANAN SIDANG HUBUNGAN oo | oo™ || e semomn | SATADAR KNS | | Ko en oo |
ANTAR LEMBAGA MEDIA DAN PUBLIKASI || DOK & PERPUSTAKAAN TEKNOLOGI INFORMASI INFORMASI ‘
RELAS [TTTREAs @ KELAS: e T RELAS 13 ] RELAS 1 KELAS 10|
Bo K1 BC K1 Bk ETx BIK1 B K1

1. PRANATA HUMLS § PERTAMA
IKELASE) B.CK 4

2. PENYUSUN RiSALaH

[KELAS: 7} BCK:2
3. ANALIS MATER! MIDANG
[KELAS: 7} BOK 2

4 PENYUSUN NA SKAH RAPAT
PIMPINAN
IKELAS:7T) B 0K:2

S PENGELOLZ PER $IDANGAN
[KELAS: 6} B 0K 2

€ NOTULIS RAPAT
[KELAS:S) B oK 2

7. PENGADMINISTRA 81 RAPAT
[KELAS:S) B 0K:2

1. PRANATA HUMZ S PERTAMA
(KELAS3) B 0K 4

2 ANALIS HUBUNGAK LNTAR
LEMBAGA (KELAS:T}
Bk

3 AMALIS KERJASAMAL
(XELAS:T} B OK:§

4 ANALIS RANCANGAN
NA SKAH PERJANJIAN
(KELAS:T} B OK:2

§ PENGELOL: INFORMAS!
KERJA SAML

(KELAS: G} B 0K:2

1. PRANATA HUMA S PERTAMA
[KELAS: ) BIOW 4

7 ANALIS PUBLIKS M

(KELAS: T} BI1K2
I ANALISTU
[KELAS: 7] BioX1
4 PENYUSUN BAHAN INFORMA §I
CaNPUBLIKAS:
|KELAS:7) Brox 2

$ PEMGELOLA MECLL CENTER G
KERITRAAN A

{KELAS:S) BioK2
€ SEKRETARIE (KELAS 6)
BoK 1

7. PENGADMINISTRA S LNALIS &
KEMITRAAN

T PUSTAKAWAN PERTAMS
IKELAS 8)B: 0K 2

2 PUSTAKAWAN PELAKSANA
LANJUTAN (KELAS T
BIOK 2

3 PENYUSUN JOKUMENTA I
KE SENLAY & PERFILMAN
(KELAS:T) BOK 2

4 PUSTAKIWAN PELAKSANA
[KELAS:§} B:0K 2

S PENATZ PELIPUTAN
(KELAS: 6] BiOK 2

€ PENGELOLS PERPUSTAKALN
{KELAS: €} BoK: 2

7 PENGADMINISTRA I RiSalad

1. PRANATA KOMPUTER
PERTAMA (KELAS 8)
BIOK S

2 AMALIS SISTEM INFORMAS!
(KELAS:T| B:2K.2

3 PRANATA KOMPUTER
PELAKSANA LANJUTAN
(KELAS: 7] B:OK:2

4 PRANATA KOMPUTER
PELAKSANS (KELAS §)
B K2

5. PENGELOLA NSTALA S
TEKNOLOG! INFORMA $i
(KELAS: €] B 2K:2

fram [KELAS:6) B:0K: 2
(KELAS: 5} B:¢K:1 2 PETUGAS PENGGANDALN
IKELAS: 4} BoK:2
Paraf :
Karoumm: c.vofoiecions

Karo POK: ....

1. PRANATA KOMPUTER
PERTAMA (KELZS E)
B0K: S

2. ANALIS SISTEM BIFORMAE 81
(KELAS: 7) 51K3

3. PENGELOLA KEAMAMAN

SISTEM INFORMA 31 (KELA S §)
BiK S

4. PRANATA KOMPUTER
FELAKSANA LAKJUTAN

(KELAS ) B 0K 2

§ PRAMATA KOMBUTER
FELAKSANA {KELAS: G}
B 1K 2

€. PENGOLAH DATA (KELAS €)
BOK S

1. AUDITOR PERTAMS
(KELAS: §) B.IK: 6

2, ANALIS LAPORAN HA S
xmmun KELAS: Ty
BiK

3. ANALIS SATUAN PENGAWAS
INTERNAL (KELAS. 7)
BOK

4 PENGADMINISTRA
(KELAS €) B.OK 2

1 uaUs

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

HARJO SUSMORO



